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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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SEMBUNYI DI BEKAS LIKUEFAKSI BALAROA

Satlantas Polres 
Morowali Tangani 
Lakalantas di Desa 

Puungkoilu 

Polres Morut Siap 
Wujudkan Indonesia 
Berdaulat, Adil dan 

Makmur

Mengokohkan 
Kebersamaan, PT 
IMIP Gelar Maulid 

Nabi 1448 H

Baca PELAKU Hal. 7

Baca MENGOKOHKAN Hal. 7Baca POLRES Hal. 7

Baca SATLANTAS Hal. 7

Desa Avolua Diterjang Banjir, Status 
Tanggap Darurat 14 Hari 

ASBUDIANTO

Pelaku Pembunuhan Satu 
Keluarga di Duyu Tertangkap

KASAT RESKRIM Polresta Palu, AKP Ismail, menunjukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku 
pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Duyu, saat konferensi pers di ruang kerjanya, Rabu (26/8/2026). 
FOTO: HUMAS POLRESTA PALU

SULTENG RAYA – Setelah hampir 
sebulan buron, tersangka pembunuhan satu 
keluarga di Jalan PDAM, Kelurahan Duyu, 

Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dibekuk Tim 
URC Satreskrim Polresta Palu. Tersangka 
yang diketahui bernama Aan Kurniawan 

itu, dibekuk pada Rabu (26/8/2026) di 
rumah kerabatnya di Jalan Kamboja, 

Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, 
setelah keluar dari tempatnya bersembunyi 

di area bekas likuefaksi Balaroa, yang kini 
telah ditumbuhi pepohonan.

Kasat Reskrim Polresta 
Palu, AKP Ismail mengata-
kan, pelaku ditangkap di 
rumah kerabatnya sekira 
pukul 15.30 Wita, tanpa 

perlawanan dan mengaku 
telah melakukan perbuatan 
tersebut. 

“Kami mendapat infor-
masi dari keluarga tersang-

ka bahwa tersangka ada di 
rumah kerabatnya. Kami 
langsung berkoordinasi 
dengan unit Jatanras dan 
Opsnal untuk mengaman-
kan tersangka di lokasi 
tersebut,”ujar Ismail. 

Kepada polisi, tersangka 
mengaku selama ini ber-
sembunyi di sebuah gubuk 
yang terdapat di bekas 
likuefaksi Balaroa, kemu-
dian tersangka memberi-
tahu kepada keluarganya 
agar menghubungi pihak 
kepolisian untuk menyer-
ahkan diri. 

Kepada Polisi, tersang-
ka juga mengaku motif 
dibalik tindakan pengania-
yaan hingga menewaskan 
satu keluarga itu, karena 

sakit hati atas ungkapan sa-
lah seorang korban, Jamil. 

“ M o t i f  s e m e n t a r a 
tersangka pembunuhan 
karena sakit hati. Korban, 
Jamil sering menegurnya 
dengan kata-kata ma-
las,”jelas Kasat. 

Dari hasil penangkapan 
itu, polisi menyita sejum-
lah barang bukti berupa 
pisau yang digunakan 
pelaku serta pakaian yang 
dikenakan tersangka saat 
kejadian. Sementara itu, 
te lepon genggam mi-
lik korban yang hilang, 
tersangka mengaku ba-
rang tersebut tercecer saat 
melarikan diri.

SALAH SATU rumah warga yang rusak berat diterjang banjir di Desa Avolua, Rabu dini hari (26/8/2026). FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA – Lum-
pur, potongan kayu, dan 
material banjir masih men-
jadi pemandangan di sejum-
lah titik Desa Avolua, Keca-
matan Parigi Utara, setelah 
banjir bandang menerjang 
wilayah tersebut pada Rabu 
dini hari (26/8/2026).

Bencana yang terjadi se-
kitar pukul 01.00 Wita itu 
memaksa Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Parigi 
Moutong bergerak cepat. 

Status tanggap darurat 
pun ditetapkan selama 14 
hari, terhitung mulai 26 
Agustus hingga 8 Septem-
ber 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Ke-
pala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
Parigi Moutong, Moh Rivai, 
mengatakan penetapan sta-
tus tersebut menjadi dasar 
percepatan penanganan 
di lapangan, terutama un-
tuk memastikan kebutuhan 

dasar masyarakat terdam-
pak terpenuhi.

“Penanganan tanggap 
darurat melibatkan lintas 
sektor melalui kerja-kerja 
kolaborasi. Saat ini kurang 
lebih 200 personel TNI/Pol-
ri bergabung dengan tim di 
lapangan,” ujar Rivai.

Selama masa tanggap dar-
urat, pemerintah memprio-
ritaskan penanganan warga 
terdampak, pembersihan 
lumpur yang mengendap 

di permukiman, evakuasi 
material banjir serta norma-
lisasi aliran sungai.

Menurut Rivai, proses 
pemulihan tidak dapat di-
lakukan dalam waktu sing-
kat. Selain lumpur, banjir 
juga menyeret gelondongan 
kayu dan material lainnya 
yang menumpuk di sejum-
lah lokasi.

Karena itu, alat berat terus 
dikerahkan untuk mem-
percepat pembersihan, ter-

masuk di ruas Jalan Trans 
Sulawesi yang sempat lum-
puh akibat tertutup material 
banjir.

Rivai menyebut, sekitar 
500 meter badan jalan Trans 
Sulawesi di Desa Avolua 
sempat tertimbun lumpur 
dan sedimentasi. Kondisi 
tersebut menyebabkan arus 
lalu lintas terganggu dan 
terjadi kemacetan.

PT IMIP menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H di Masjid Al-Mutakabbir, Desa Siumbatu, 
Kecamatan Bahodopi, Selasa (25/08/2026). FOTO: DOK IMIP

SULTENG RAYA – PT 
Indonesia Morowali Indus-
trial Park (IMIP) menggelar 
peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW 1448 Hij-
riah-2026 Masehi, di Masjid 
Al-Mutakabbir, Desa Si-
umbatu, Kecamatan Ba-
hodopi, Morowali, Selasa 
(25/08/2026). Tahun ini, 

perayaan Maulid Nabi yang 
dilaksanakan perusahaan 
pengelola kawasan industri 
terintegrasi berbasis mineral 
nikel tersebut bertema “Me-
rajut Persatuan, Menjaga Ke-
rukunan, Menuju Siumbatu 
yang Damai dan Berkah”. 

Baca DESA Hal. 7

DUA KORBAN MENINGGAL DUNIA

TELADANI AKHLAK NABI MUHAMMAD

ACARA pengajian dan ceramah agama di Masjid Nurul Isti-
qomah Mapolres Morut, Desa Korowou, Kecamatan Lembo, 
Rabu (26/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA – Dalam rangka memperingati 
Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Kepo-
lisian Resor (Polres) Morowali Utara menggelar aca-
ra pengajian dan ceramah agama di Masjid Nurul 
Istiqomah di Mapolres Desa Korowou, Kecamatan 
Lembo, Rabu (26/8/2026).

SATLANTAS Polres Morowali olah TKP di Jalan Trans Sulawesi, 
Desa Puungkoilu, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten 
Morowali, Rabu pagi (26/8/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Kecelakaan lalu lintas ter-
jadi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Puungkoilu, 
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, 
tepatnya di depan SDN Puungkoilu, Rabu pagi 
(26/8/2026).

Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda 
empat Toyota Calya warna putih nomor polisi DN 
1982 GF dengan sepeda motor Yamaha Gear warna 
biru nomor polisi DN 2875 GU.
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SULTENGRAYA - Jajaran Satuan 
Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres 
Morowali Utara (Morut) berhasil 
mengamankan seorang pria berinisial 
AP (24) pelaku pencurian handphone 
(HP) yang beraksi di lingkungan 
rumah sakit. Tersangka ditangkap 
setelah aksinya terekam kamera 
pengawas (CCTV) dan dilaporkan 
korban yang sedang menunggui 
anggota keluarganya yang dirawat.

Kapolres Morowali Utara AKBP 
Junaidy Anthonius Weken S.I.K 
melalui Kasat Reskrim AKP Andi 
Yaser Abdullah Sutomo dalam 
keterangannya, Rabu (26/8/2026) 
menyampaikan kejadian bermula 
di RSUD Kolonodale pada 1 Agus-
tus 2026. Korban atas nama Sarlita 
warga Desa Beteleme, Kecamatan 
Lembo, yang sedang menunggui 
keluarganya di ruang rawat inap, 
kehilangan tiga unit HP yang di-
letakkan disamping tempat tidur 
atau di meja ruang tunggu. 

“Modus tersangka adalah menya-
mar sebagai pengunjung atau pen-
unggu pasien. Ia berkeliling di area 
ruang tunggu dan ruang rawat inap 
rumah sakit pada malam hingga 
dini hari, memanfaatkan situasi di 
mana para keluarga pasien sedang 
lengah atau tertidur pulas karena 
lelah,”ujar kasat.

Berdasarkan laporan korban, 
petugas Satreskrim melakukan 
penyelidikan dan berhasil mengi-
dentifikasi serta melacak kebera-
daan pelaku. Akhirnya Tim URC 
Resmob Elang Tokala Satreskrim 
Polres Morut memperoleh infor-
masi bahwa salah satu handphone 
milik korban dalam keadaan aktif 
di Desa Matube, Kecamatan Bung-
ku Utara, Morut. 

“Tim segera bergerak menuju 
lokasi dan berhasil mengamankan 
1 unit handphone yang saat itu 
dikuasai oleh FH. Berdasarkan 
keterangan FH handphone terse-
but di beli dari AP yang merupa-
kan pelaku utama pencurian,” 
ujarnya. 

Polisi kemudian menuju lokasi 
keberadaan pelaku dan berhasil 
mengamankan terduga pelaku AP 
tanpa perlawanan. Selanjutnya, 
pelaku beserta barang bukti dibawa 
ke Mako Polres Morut, guna proses 
pemeriksaan dan penyidikan lebih 
lanjut.

“Tersangka mengakui bahwa 
ia sengaja memilih rumah sakit 
sebagai lokasi karena rumah sakit 
adalah area publik yang ramai, 
namun pengunjungnya sering 
kali lengah dan kelelahan,” kata 
Yaser. VAN

Seorang Pencuri Kerap 
Beraksi di Rumah 

Sakit Dibekuk Polisi 

PERSONEL Polres Morut, mengamankan, AP (24) pelaku pencurian yang kerap 
beraksi di lingkungan rumah sakit, belum lama ini. FOTO: IST 

SULTENG RAYA – Riuh tawa 
dan sorak-sorai warga mewarnai 
kawasan pinggir pantai Kelurahan 
Bantaya, Kecamatan Parigi, Minggu 
(23/8/2026). Suasana itu muncul dari 
gelaran lomba rakyat yang digelar 
DPC Partai Demokrat Kabupaten 
Parigi Moutong dalam memeriahkan 
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI ke-
81 dan  HUT ke-25 Partai Demokrat. 

Di tengah suasana perayaan kemer-
dekaan, masyarakat diajak kembali 
menikmati permainan sederhana yang 
lekat dengan tradisi perayaan 17 Agus-
tus, seperti tarik tambang, lari karung, 
dan lari kelereng pakai sendok. 

Ketua DPC Partai Demokrat Ka-
bupaten Parigi Moutong, Moh. 
Nur Dg Rahmatu, SE, mengatakan 
kegiatan tersebut merupakan tindak 
lanjut instruksi DPP Partai Demokrat 

agar jajaran partai di tingkat DPD 
dan DPC melaksanakan lomba 
rakyat secara serentak pada Minggu 
(23/8/2026).

“Sesuai instruksi DPP Partai De-
mokrat, kami melaksanakan kegiatan 
lomba rakyat dalam memeriahkan 
peringatan Hari Proklamasi Kemer-
dekaan RI ke-81 dan Hari Ulang 
Tahun Partai Demokrat ke-25 de-
ngan tagline Memajukan Ekonomi, 
Menegakkan Keadilan, dan Menjaga 
Demokrasi,”ujar Moh. Nur Rahmatu.

Menurutnya, kegiatan tersebut 
tidak semata-mata ditujukan untuk 
memeriahkan momentum kemer-
dekaan maupun hari ulang tahun 
partai. Lebih dari itu, lomba rakyat 
menjadi ruang bagi Demokrat 
untuk membangun kedekatan dan 
kebersamaan dengan masyarakat 

melalui kegiatan yang sederhana, 
terbuka dan menyenangkan.

“Kami ingin menjadikan kegiatan 
ini sebagai ruang untuk merayakan 
kebersamaan dan kegembiraan ber-
sama masyarakat tanpa memandang 
latar belakang,”

Bagi para pemenang, DPC Partai 
Demokrat Parigi Moutong bersama 
anggota DPRD Parigi Moutong dari 
Partai Demokrat juga menyiapkan 
hadiah berupa uang. Hadiah terse-
but menjadi bentuk apresiasi atas 
antusiasme masyarakat sekaligus 
menambah semarak kompetisi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri 
Sekretaris DPC Partai Demokrat Pa-
rigi Moutong, Aslan Laeho, SH, serta 
anggota DPRD Parigi Moutong dari 
Partai Demokrat, Rusno, AhT dan 
H. Sami. AJI

SULTENG RAYA – Perjalanan 
touring jarak jauh MAXI Tour Boemi 
Nusantara (MTBN) dalam men-
geksplorasi keindahan Indonesia 
dari Barat hingga Timur bersama 
skutik premium MAXI Yamaha 
akhirnya tiba di garis akhir. Setelah 
menyelesaikan 8 etape dengan total 
perjalanan lebih dari 2.500 kilome-
ter melintasi 5 pulau besar, yaitu 
Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan 
Kalimantan, MTBN memasuki etape 
ke-9 sekaligus final chapter (15–18 
Agustus) dengan menjelajahi ekso-
tisme Tana Toraja, Sulawesi Selatan 
bersama awak media nasional.

Sebagai penutup perjalanan, etape 
ke-9 terasa semakin spesial. Selain 
menyuguhkan eksplorasi Tana To-
raja yang kaya akan budaya, adat 
istiadat, sejarah, dan keindahan alam, 
pelaksanaannya juga bertepatan 
dengan momentum Hari Kemer-
dekaan Republik Indonesia ke-81. 
Semangat eksplorasi dan kecintaan 
terhadap Tanah Air pun menjadi 
warna tersendiri dalam perjalanan 
pamungkas MTBN. 

Final chapter ini sekaligus menjadi 
salah satu etape paling menantang. 
Selama empat hari eksplorasi, pe-
serta menempuh perjalanan kurang 
lebih sejauh 800 kilometer dengan 
karakter jalan yang sangat bervaria-
si, mulai dari kepadatan perkotaan, 
jalur pesisir yang panas dengan 
bentangan jalan panjang, hingga 
pegunungan dan lembah dengan tan-
jakan-turunan curam serta tikungan 
tajam yang terkadang disertai jalan 
gravel bebatuan.

“Tana Toraja kami pilih sebagai 
destinasi penutup karena merupa-
kan salah satu destinasi wisata 
unggulan di Sulawesi Selatan yang 
memiliki daya magis tersendiri, baik 
dari keindahan alam maupun adat 
istiadat dan budayanya yang sangat 
unik serta masih terjaga hingga lintas 
generasi. Tana Toraja menjadi potret 
sempurna yang merepresentasikan 

SULTENG RAYA— Ka-
yuputih Family Reflexology 
kembali memperluas jang-
kauannya dengan mengha-
dirkan cabang kedua di Kota 
Palu, Sulawesi Tengah, Sela-
sa (25/8/2026). Grand ope-
ning cabang kedua berlokasi 
di Jalan Zebra No. 24A, 
Kelurahan Palu Selatan.

Kehadiran cabang ke-
dua ini menjadi bagian dari 
langkah ekspansi Kayuputih 
Family Reflexology dalam 
memberikan akses layanan 
wellness dan relaksasi yang 
nyaman, berkualitas, serta 
dapat dinikmati oleh masy-
arakat Palu dan sekitarnya.

Mengusung konsep family 
reflexology, Kayuputih Fa-
mily Reflexology menawar-
kan pengalaman relaksasi 
yang dirancang untuk ber-
bagai kebutuhan, mulai dari 
reflexology hingga berbagai 
pilihan massage yang dapat 
dinikmati secara personal 
maupun bersama keluarga.

“Pembukaan cabang ke-
dua di Palu merupakan ben-
tuk komitmen kami untuk 

terus mendekatkan layanan 
Kayuputih Family Reflexo-
logy kepada masyarakat. 
Kami ingin menghadir-
kan tempat relaksasi yang 
nyaman, profesional, dan 
memberikan pengalaman 
wellness yang berbeda,”u-
jar Perwakilan  Manajemen 
Kayuputih Family Reflexo-
logy,Ajeng Sasmita.

A j e n g  m e n g a t a k a n , 
menyambut pembukaan ca-
bang terbaru ini, Kayuputih 
Family Reflexology Palu 2 
menghadirkan promo spe-
sial Grand Opening berupa 
diskon 15 Persen. Promo ter-
sebut berlaku selama satu bu-
lan, mulai 25 Agustus hingga 
25 September 2026, sehingga 
masyarakat Palu memiliki 
kesempatan untuk mencoba 
berbagai layanan Kayuputih 
Family Reflexology dengan 
penawaran khusus.

Kayuputih Family Re-
flexology Palu 2 diharapkan 
dapat menjadi salah satu 
pilihan destinasi wellness 
dan relaksasi bagi masya-
rakat yang membutuhkan 

waktu untuk beristirahat, 
memulihkan tubuh, sekali-
gus menikmati quality time 
bersama keluarga maupun 
orang terdekat.

Pembukaan cabang kedua 
di Palu juga menegaskan ko-
mitmen Kayuputih Family 
Reflexology untuk terus 
berkembang dan mengha-
dirkan standar pelayanan 
yang konsisten di berbagai 
kota di Indonesia.

Tentang Kayuputih Family 
Reflexology

Kayuputih Family Re-
flexology merupakan brand 
wellness yang menghadir-
kan layanan reflexology 
dan massage dengan men-
gutamakan kenyamanan, 
kualitas pelayanan, serta 
pengalaman relaksasi bagi 
individu, pasangan, mau-
pun keluarga. Dengan ek-
spansi ke berbagai kota di 
Indonesia, Kayuputih Fa-
mily Reflexology terus ber-
komitmen menghadirkan 
pengalaman wellness yang 
nyaman dan berkualitas. */JAN

TARIK tambang menjadi salah jenis lomba pada kegiatan Lomba Rakyat yang dilaksanakan oleh DPC Partai Demokrat Kabupa-
ten Parigi Moutong di pinggir pantai Kelurahan Bantaya,Minggu (23/8/2026). FOTO:ASLAN LAEHO

Rajut Kebersamaan, 
Demokrat Parigi Moutong 
Gelar Lomba Rakyat 

GRAND Opening Kayuputih Family Reflexologi Cabang kedua bertempat di Jalan Zebra No.24A, 
Kelurahan Palu Selatan, Selasa (25/8/2026). FOTO: DOK. KAYUPUTIH FAMILY REFLEXOLOGY

Kayuputih Family Reflexology 
Beri Diskon 15 Persen 

RUMAH Tongkonan di Tana Toraja sebagai destinasi puncak perjalanan Maxi Tour 
Boemi Nusantara. FOTO: YAMAHA

MAXI TOUR BOEMI NUSANTARA

Puncak Perjalanan, Rayakan 
Kemerdekaan di Tana Para Raja

betapa indah dan beragamnya In-
donesia sebagai salah satu negara 
tujuan pariwisata dunia,” ungkap 
Frengky J. Tunandar, General Mana-
ger Marketing & Promotion, PT Su-
raco Jaya Abadi Motor, Main Dealer 
Yamaha Area Sulselbar.

Pengalaman menguak sisi ma-
gis dan eksotisme Tana Para Raja 
menjadi highlight utama perjalanan 
final chapter. Peserta mengunjungi 
berbagai destinasi ikonik, mulai dari 
hamparan Gunung Nona, Patung 
Yesus di Buntu Burake, kawasan 
adat Kete Kesu, Negeri di Atas Awan 
Lolai, hingga Lembah Ollon yang 
menawarkan bentang perbukitan 
hijau dengan panorama dramatis 
layaknya pegunungan di Swiss.

Di Lembah Ollon, momentum Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
turut dirayakan secara spesial mel-
alui pembentangan bendera Merah 
Putih raksasa di puncak lembah. Aksi 
tersebut menjadi simbol kecintaan 

terhadap Indonesia sekaligus sele-
brasi atas kekayaan alam Nusantara 
yang telah menjadi bagian penting 
dari perjalanan MTBN.

Semangat persaudaraan menjadi 
penutup perjalanan melalui kegi-
atan community gathering bersama 
puluhan anggota komunitas Yamaha 
di Toraja. Kehadiran peserta MTBN 
disambut hangat dan ditandai den-
gan penyerahan miniatur rumah adat 
Tongkonan sebagai simbol telah tun-
tasnya eksplorasi Tana Toraja seka-
ligus berakhirnya perjalanan MAXI 
Tour Boemi Nusantara.

Lebih dari sekadar touring, per-
jalanan lintas pulau ini menjadi 
upaya untuk membawa pesona pa-
riwisata Nusantara semakin dikenal 
luas, sekaligus membuktikan ketang-
guhan, kenyamanan, dan keandalan 
skutik premium MAXI Yamaha seba-
gai motor “Raja Touring” yang dapat 
mendukung hobi serta gaya hidup 
berkendara para penggunanya.*/HJ

BUKA CABANG KEDUA DI PALU
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General Manager PLN 
UID Suluttenggo, Usman 
Bangun, menegaskan bahwa 
komitmen PLN dalam men-
gawal infrastruktur kelistri-
kan di Kawasan Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas 
(DPSP) Likupang merupa-
kan langkah strategis untuk 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi daerah dan per-
tumbuhan pariwisata bers-
kala internasional.

“Likupang merupakan 
salah satu destinasi wisata 
unggulan Indonesia. PLN 

berkomitmen hadir memas-
tikan seluruh rangkaian 
kegiatan nasional maupun 
internasional di wilayah 
ini berjalan sukses tanpa 
terkendala urusan pasokan 
listrik. Keandalan listrik tan-
pa kedip (zero down time) 
adalah bentuk dukungan 
penuh kami bagi kemajuan 
ekonomi dan pariwisata Su-
lawesi Utara,” kata Usman.

Guna memastikan kean-
dalan sistem selama festival 
berlangsung, PLN menyi-
agakan 15 personel teknis 

TIM Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Manado sukses mengawal keandalan pasokan listrik selama berlangsungnya perhela-
tan Likupang Tourism Festival (LTF) 2026 yang digelar pada 21–23 Agustus 2026 di kawasan Likupang, Minahasa Utara. FOTO: PLN

PLN Backup  Kelistrikan Berlapis 
di Likupang Tourism Festival 2026

SULTENG RAYA - PT PLN (Persero) Unit 
Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) 
melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 
(UP3) Manado sukses mengawal keandalan 
pasokan listrik selama berlangsungnya 
perhelatan Likupang Tourism Festival (LTF) 
2026 yang digelar pada 21–23 Agustus 2026 
di kawasan Likupang, Minahasa Utara.

dari Unit Layanan Pelang-
gan (ULP) Airmadidi yang 
bertugas secara bergantian 
di lokasi utama kegiatan. 
Seluruh panggung utama, 
area pameran UMKM, serta 

fasilitas pendukung aca-
ra mendapat pengawalan 
penuh selama 24 jam.

Selain menyiagakan per-
sonel, PLN mengoperasi-
kan sistem skema pasokan 

pasokan berlapis (back-up) 
dengan menyiagakan 1 unit 
Genset Mobile berkapasitas 
200 kVA dan 1 unit Unin-
terruptible Power Supply 
(UPS) Mobile berkapasitas 

100 kVA. 
Skema ini disiapkan un-

tuk menjamin kontinuitas 
energi listrik secara otomatis 
di titik-titik vital tanpa jeda 
sedikit pun.

Manager PLN UP3 Ma-
nado, Reki Wowiling, men-
ambahkan bahwa kesiapan 
matang di lapangan me-
rupakan bentuk manifestasi 
standar pelayanan prima 
PLN dalam mendukung 
setiap event besar di daerah.

“Dukungan personel dan 
peralatan siaga di lapan-
gan adalah komitmen kami 
untuk memberikan kenya-
manan maksimal bagi para 
penyelenggara, pengunjung, 
dan wisatawan. Kami ingin 
memastikan seluruh rang-
kaian acara berjalan aman, 
lancar, dan berkesan,” jelas 
Reki.

Melalui keberhasilan pen-
gawalan siaga kelistrikan di 
LTF 2026, PLN UID Sulut-
tenggo kembali membuk-
tikan kesiapannya dalam 
menghadirkan energi listrik 
yang andal, berkualitas, ser-
ta siap mengawal berbagai 
agenda strategis daerah dan 
nasional di masa menda-
tang.*/HJ

SULTENG RAYA - Ko-
mando Daerah Militer (Ko-
dam) XXIII/Palaka Wira 
(PW) melaksanakan Upa-
cara Bendera Mingguan di 
Lapangan Makodam XXIII/
Palaka Wira, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah, Senin 
(24/8/2026).

Kegiatan rutin yang di-
laksanakan setiap hari Senin 
tersebut menjadi salah satu 
sarana pembinaan personel 
untuk memperkuat disiplin, 
loyalitas, tanggung jawab, 
serta semangat pengabdian 
prajurit dan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan 
Kodam XXIII/Palaka Wira.

Bertindak selaku Inspek-
tur Upacara (Irup), Kabe-
kangdam XXIII/Palaka 
Wira Kolonel Cba Arnoldus 
Gradus Tuwaidan, S.Sos. 

Upacara diikuti para prajurit 
TNI dan ASN jajaran Kodam 
XXIII/Palaka Wira dengan 
penuh khidmat, tertib, dan 
disiplin.

Pelaksanaan upacara juga 
menjadi momentum untuk 
memupuk jiwa korsa, me-
ningkatkan kesiapsiagaan, 
serta memperkuat komit-
men seluruh personel dalam 
menjalankan tugas dan tang-
gung jawab sesuai bidang 
masing-masing.

Melalui kegiatan terse-
but, Kodam XXIII/Palaka 
Wira terus meneguhkan 
nilai-nilai kedisiplinan dan 
profesionalisme sebagai 
landasan dalam membe-
rikan pengabdian terbaik 
kepada bangsa dan negara 
serta menjaga kepercayaan 
masyarakat.*/YAT

SUASANA Upacara Bendera Mingguan di Lapangan Makodam 
XXIII/Palaka Wira, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (24/8/2026). 
FOTO: PENDAM XXIII/PW

Upacara Bendera 
Mingguan Kodam XXIII/

PW Perkuat Disiplin 
dan Loyalitas Prajurit SULTENG RAYA - Ko-

dam XXIII/Palaka Wira 
m e n g g e l a r  U p a c a r a 
Penyambutan Satgas Yo-
nif 711/Raksatama (RKS), 
sekaligus melaksanakan 
Tradisi Satuan penerimaan 
sebagai warga baru Kodam 
XXIII/Palaka Wira setelah 
para prajurit menyelesaikan 
penugasan operasi kewi-
layahan di Papua Tahun 
Anggaran 2025–2026. 

Kegiatan itu berlangs-
ung khidmat di Lapangan 
Lanal Palu, Jalan Malonda, 
Kelurahan Ulujadi, Keca-
matan Palu Barat, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah, Rabu 
(19/8/2026).

Upacara dipimpin langs-
ung oleh Pangdam XXIII/
Palaka Wira, Mayjen TNI J. 
Binsar P. Sianipar. Kegiatan 
tersebut menjadi momen-
tum penyambutan sekali-
gus bentuk penghormatan 
atas dedikasi, loyalitas, dan 
keberhasilan prajurit Yo-
nif 711/Raksatama dalam 
menyelesaikan tugas opera-
si di wilayah Papua.

Turut hadir Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Setda Pro-
vinsi Sulteng Rudi Dewan-
to, S.E., M.M., mewakili 
Gubernur Sulawesi Tengah, 
Kasdam XXIII/Palaka Wira, 
Irdam XXIII/Palaka Wira; 
Danrem 132/Tadulako, Para 
Asisten Kasdam XXIII/PW, 
Danlanal Palu, Para Kaba-
lakdam XXIII/PW, Dandim 
1306/Kota Palu, Danyonif 
711/Raksatama, Perwakilan 
dari Polda Sulteng dan Ket-
ua Persit KCK Daerah XXI-
II/PW beserta Pengurus.

Kegiatan diawali dengan 
penghormatan ke-

PANGDAM XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI J. Binsar P. Sianipar, saat bersalaman bersama prajurit usai menyelesaikan penugasan 
operasi kewilayahan di Papua Tahun Anggaran 2025–2026, Rabu (19/8/2026). FOTO: PENDAM XXIII/PW

Pangdam Pimpin Upacara 
Penyambutan Satgas Yonif 711/RKS

pada Pataka Kodam XXIII/
Palaka Wira “Prajurit Perisai 
Rakyat” dan pelaksanaan 
tradisi satuan. Tradisi terse-
but menjadi simbol diteri-
manya kembali para praju-

rit sekaligus pengukuhan 
mereka sebagai bagian dari 
keluarga besar Kodam XXI-
II/Palaka Wira.

D a l a m  a m a n a t n y a , 
P a n g d a m  X X I I I / P a l a -
ka Wira menyampaikan 
ucapan selamat datang dan 
selamat kembali kepada 
seluruh prajurit Satgas Yonif 
711/Raksatama.

“Atas nama pribadi, pim-
pinan TNI Angkatan Darat, 
dan segenap keluarga besar 
Kodam XXIII/Palaka Wira, 
saya mengucapkan selamat 
datang dan selamat kembali 
ke satuan. Keberhasilan 
kalian menyelesaikan penu-
gasan merupakan wujud 
dedikasi, loyalitas, disiplin, 
dan profesionalisme dalam 
mengemban amanah nega-
ra,” ujar Pangdam.

Pangdam juga menyam-
paikan penghargaan dan 
apresiasi setinggi-tingginya 
atas pelaksanaan tugas yang 
telah dijalankan selama 
kurang lebih satu tahun. 
Menurutnya, para prajurit 
tidak hanya berperan dalam 
menjaga stabilitas keama-
nan dan kedaulatan negara, 
tetapi juga menunjukkan 
kepedulian TNI AD ter-
hadap masyarakat dengan 
membantu mengatasi ber-
bagai kesulitan masyarakat 

melalui karya bakti, bakti 
sosial, komunikasi sosial, 
dan Manunggal Air. Hal itu 
merupakan wujud nyata 
kemanunggalan TNI dan 
rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pangdam 
berpesan agar keberhasilan 
yang telah diraih hendak-
nya menjadi pengalaman 
dan bekal berharga untuk 
terus meningkatkan kuali-
tas pengabdian. Tetap jaga 
disiplin, pelihara kemam-
puan, tingkatkan soliditas, 
serta jadikan pengalaman 
penugasan sebagai motivasi 
untuk memberikan yang 
terbaik bagi satuan, TNI 
Angkatan Darat, bangsa, 
dan negara.

Pada kesempatan terse-
but, dilaksanakan juga acara 
tradisi satuan penerimaan 
warga baru Kodam XXIII/
Palaka Wira terhadap se-
luruh Prajurit Yonif 711/
Rks, Pangdam menegaskan 
bahwa pelaksanaan tradisi 
satuan sekaligus menjadi 
momentum resmi bagi para 
prajurit Yonif 711/Raksata-
ma untuk menjadi bagian 
dari keluarga besar Kodam 
XXIII/Palaka Wira.

“Hari ini kalian telah me-
laksanakan tradisi satuan 
penerimaan warga baru 
Kodam XXIII/Palaka Wira. 

Kalian saat ini telah menjadi 
bagian dari Kodam XXIII/
Palaka Wira, Kodam para 
Prajurit Perisai Rakyat. Hal 
ini ditandai dengan prosesi 
mencium Pataka Kodam 
oleh Danyonif 711/Raksa-
tama yang mewakili seluruh 
prajurit,” ucap Pangdam.

Pangdam menambahkan, 
meskipun Kodam XXIII/
Palaka Wira baru berusia 
satu tahun, berbagai prestasi 
telah berhasil ditorehkan. 
Karena itu, kehadiran para 
prajurit Yonif 711/Raksa-
tama diharapkan semakin 
memperkuat soliditas dan 
prestasi satuan.

“Selamat bergabung di 
Kodam XXIII/Palaka Wira. 
Jadilah bagian dari berbagai 
keberhasilan dan prestasi 
yang akan kita torehkan 
bersama untuk menjaga 
nama harum Kodam XXIII/
Palaka Wira yang kita cin-
tai,” tambahnya.

Kegiatan ditutup dengan 
rangkaian tradisi satuan 
dan penghormatan kepada 
Pataka Kodam XXIII/Palaka 
Wira. Penyambutan tersebut 
menjadi simbol kembalinya 
para prajurit ke satuan seka-
ligus semangat baru untuk 
melanjutkan pengabdian 
kepada TNI Angkatan Da-
rat, bangsa, dan negara.*/YAT
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PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Gunawan, berupa :          
Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai SHM No. 02360/Tambun, LT 2.722 m2 an. 
Gunawan, terletak di Kel. Tambun, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 24,500,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 5,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 10 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:15 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 27 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Jemmy Gerson Karumbatu, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 798/Lolu, LT 734 m² an. Jemmy Gerson Karumbatu, 
terletak di Jl. Teluk Tomini Lorong, Kel. Lolu Utara (dh. Kel. Lolu), Kec. Palu Timur (dh. Kec. Palu Selatan), Kota Palu, 
Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 307,170,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 65,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 10 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:05 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 27 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Kadek Suparte, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 00191/Matialemba, LT 1.249 m² a.n. Kadek Suparte, 
terletak di Jl. Trans Sulawesi Poso-Morowali, Desa Matialemba, Kec. Pamona Timur, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 125,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 12,500,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 10 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:20 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 27 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
1. Nur Asia Moh Saleh, berupa :          

Sebidang tanah kosong beserta segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai SHM No. 01288/Tinggede Selatan, LT: 
1078 m² a.n. Mohammad Rasyid M. Ali, terletak di Jl. Rore, Desa Tinggede Selatan, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Prov. 
Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 280,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 59,000,000.- 
 

2. I Wayan Wartika, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai SHM No. 05519/Tolai, LT: 500 m² a.n. I Wayan Wartika, terletak 
di Jl. Desa, Desa/Kel. Tolai, Kec. Torue, Kab./Kota Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 238,000,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 50,000,000.- 
 

Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 10 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 27 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 

 
PENGUMUMAN LELANG II (KEDUA) 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Retail Asset 
Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta 
lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id 
atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama : 
  
Ruslan, berupa :          
Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 01763/Balaroa, LT 108 m² an. Ruslan, terletak di Jl. Sungai 
Manonda, Komp. Perum. Manonda Mas Blok G No.5, Kel. Balaroa, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 199,930,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 20,000,000.- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 10 September 2026  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:10 WIB (sesuai waktu server)   
Alamat Domain : lelang.go.id     
Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof M Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

  
Makassar, 27 Agustus 2026  

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 
Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

 
 
 
 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Erfina Rudy Hotari, berupa : 
Sebidang tanah kosong seluas 8.618 m2 sesuai SHM No. 21/Panimba tanggal 02/05/2001 an. Gafar Masiangi yang terletak di 
Jalan Lingkungan, Desa Labuan Panimba (dahulu Panimba), Kecamatan Labuan (dahulu Tawaeli), Kabupaten Donggala, 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 59.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 13.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 10 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:25 WIB (sesuai waktu server) / 10:25 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 27 Agustus 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
 

 
ttd 

 
Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
PENGUMUMAN KEDUA 

LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 
 

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Nefi Yanti, berupa : 
Sebidang tanah seluas 659 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya sesuai SHM No. 
402/Pandayora tanggal 24/09/1996 an. Nefiyanti R. Karundu yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Pandayora, 
Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. 
Harga Limit Lelang Rp. 153.100.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 33.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 10 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) / 10:00 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 27 Agustus 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 

PENGUMUMAN KEDUA 
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

 
Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda–Benda 
Yang Berkaitan Dengan Tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk – Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open 
bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  

 
Syafi'i Karangan, berupa : 
Sebidang tanah seluas 656 m2 sesuai SHM No. 146/Simpong tanggal 26/02/1982 an. Salmi, berikut bangunan di atasnya yang 
terletak di Jalan Dr. Moh Hatta No. 9 (dahulu Jalan Jenderal Sudirman No. 9), Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, 
Kabupaten Banggai (dahulu Dati II Banggai), Prov. Sulawesi Tengah (dahulu Dati I Sul Teng). 
Harga Limit Lelang Rp. 1.740.000.000,-     Setoran Uang Jaminan Rp. 366.000.000,- 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id  
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang 

pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang 
dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).  
10. Pemenang lelang, berdasarkan PMK 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1.1% dari nilai 

laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 

Hari /Tanggal : Kamis, 10 September 2026 

Batas Akhir Penawaran : 10 September 2026 pukul 09:00 WIB (sesuai waktu server) / 10:00 WITA 

Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran 

Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan 
Lelang 

: 
KPKNL Palu,  
Jalan Prof M. Yamin No. 55, Kota Palu, Sulawesi Tengah 

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - Regional Special Asset Management X/Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, Sdr. Fadly 085398826820, Sdri. Rafia 
08114504517 

 

Makassar, 27 Agustus 2026 
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. 

Regional Special Asset Management X/Sulawesi & Maluku 
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Dimas Wiratama 

Assistant Vice President 

KPKNL Palu 

 
  

PENGUMUMAN LELANG ULANG  
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

 
 
Menunjuk Pengumuman Lelang II (Kedua) tanggal 22 Juli 2026 pada surat kabar Sulteng Raya, PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk – Retail Asset Management Region X/ Sulawesi & Maluku akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, melalui aplikasi e-
Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara terbuka (open bidding) yang dapat dilihat 
di Website DJKN : lelang.go.id atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :  
 
Edy, berupa :           
Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No. 01517/Pengawu, LT 119 m² an. Edy, terletak di Jalan 
Padanjakaya Lorong Asam, Perumahan Tangarava Indah Blok A No. 10, Kel. Pengawu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. 
Sulawesi Tengah 
Harga limit lelang  Rp. 104,370,000.-                                           Setoran Uang Jaminan   Rp. 10,500,000.- 
 

 
Deskripsi Persyaratan Lelang : 
 
1. Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website lelang.go.id 
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas 
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan 

mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang disyaratkan. 
4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan 

lelang. 
5. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. 
6. Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi android melalui Playstore pada 

smartphone dengan nama lelang Indonesia  
7. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas. 
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea 

lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya 
pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. 

9. Pemenang lelang, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11 Tahun 2025, dikenakan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1% dari nilai laku lelang yang wajib disetorkan ke rekening penampungan Bank 
Mandiri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

10. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is). 
 
Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 
 

Hari / Tanggal : Kamis, 03 September 2026 
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 
Batas Akhir Penawaran : 03 September 2026 pukul 08:10 WIB (sesuai waktu server) 
Alamat Domain : lelang.go.id 

Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Palu, Jalan Prof. M. Yamin No. 55, Kota Palu 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 

Informasi Lebih Lanjut : 
PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, Retail Asset Management X / Sulawesi & 
Maluku (0411) 3621425 atau 3621428, (08111403195 Sdri. Surya Ningsih 
Kasa dan 081354906266 Sdri. Yuliana) 

 
  

Makassar, 27 Agustus 2026 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Retail Asset Management X/ Sulawesi & Maluku 
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Ardiansa 
Assistant Vice President 

  

KPKNL Palu 
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

INDONESIA yang berada di jalur 
Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) 
terus menghadapi tantangan demi 
tantangan. Mulai dari bencana alam, 

persoalan ekonomi, hingga berbagai persoalan 
sosial yang terus menuntut penyelesaian.

Satu per satu persoalan terus dibenahi. Pe-
nanganannya pun terus dipercepat sehingga 
bisa menjawab tuntutan dan keresahan anak 
bangsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di 
Pangkalan TNI-AU Supadio, Kalimantan 
Barat, Sabtu (22/8) lalu untuk mengecek dan 
memimpin langsung penanganan serentak 
kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di pulau 
tersebut.

Kebakaran terjadi di sejumlah titik seperti 
Kubu Raya, Banjarbaru, dan Banjarmasin di 
Kalimantan Selatan, Penajam Paser Utara di 
Kalimantan Timur, serta sejumlah wilayah 
di Kalimantan Tengah seperti Kotawaringin 
Barat, Pulang Pisau, dan Palangka Raya.

Dua hari berselang, Kepala Negara kem-
bali menggelar rapat penanganan karhutla di 
Posko Aju, Riau, Senin (24/8). Berdasarkan 
data Badan Nasional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB), luas karhutla di Riau mencapai 
16.249,24 hektare. Setelah itu, Presiden ber-
tolak ke Palembang, Sumatra Selatan, untuk 
mengecek penanganan karhutla di wilayah 
tersebut.

Tidak hanya mengecek, Presiden juga 
memperkuat dukungan TNI-Polri dalam 
penanganan karhutla, seperti penambahan 
personel dan helikopter water bombing. Ten-
tunya faktor penegakan hukum juga menjadi 
perhatian Prabowo.

Ia memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit untuk membawa tiga tersangka pem-
bakar hutan ke Jakarta. Ketiganya diduga 
berpura-pura memancing ikan, sekalipun 
tidak ada lokasi pemancingan, saat melakukan 
pembakaran.

Sejauh ini, sebanyak 72 orang telah ditetap-
kan sebagai tersangka pelaku karhutla di 
Indonesia. Mereka tersebar di wilayah hukum 
Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda 
Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kal-
tim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.

Presiden juga mengingatkan aparat peneg-
ak hukum untuk menggunakan pendekatan 
pembinaan terhadap masyarakat. Upaya ini 
harus berjalan beriringan dengan penegakan 
hukum yang keras terhadap pihak yang sen-
gaja memicu kebakaran, terlebih jika pemba-
karan lahan diduga dilakukan atas perintah 
korporasi.

Kita tentu mengapresiasi aksi penanganan 
karhutla yang secara maraton dilakukan oleh 
Presiden beserta jajarannya. Namun, publik 
tentu berharap upaya serius ini teramplifikasi 
oleh daerah-daerah lain sekalipun tidak dicek 
secara langsung oleh Presiden.

Di Jawa Barat, misalnya. BPBD Jawa Barat 
mencatat 132 kejadian karhutla hingga Agus-
tus 2026. Luas lahan terbakar mencapai 1964 
hektare dengan Kabupaten Sukabumi menjadi 
wilayah terdampak kerusakan lingkungan 
paling parah.

Selain masalah karhutla yang belum se-
penuhnya padam, perhatian juga masih 
terpaut kepada saudara-saudara kita yang 
terkena bencana gempa di Nusa Tenggara 
Timur (NTT). Tempat berlindung yang layak, 
tenda darurat, serta fasilitas sanitasi di titik-ti-
tik pengungsian harus benar-benar dipastikan. 
Distribusikan bahan pangan, air bersih, pakai-
an, serta perlengkapan bayi dan balita secara 
berkelanjutan.

Penanganan medis bagi korban luka serta 
pendampingan trauma healing, khususnya 
untuk anak-anak dan warga lansia, juga mesti 
serius dilakukan. Yang tak kalah penting ialah 
rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang 
rusak, baik itu rumah, sekolah, maupun fasi-
litas publik lainnya.

Publik mendorong agar penanganan dam-
pak bencana di NTT semakin baik dari hari 
ke hari. Kritik yang disampaikan Menteri 
Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 
dengan lambatnya koordinasi antara BPBD 
dan pemerintah pusat patut menjadi bahan 
evaluasi.

Koordinasi penanganan bencana sejatinya 
tidak boleh tersandera oleh panjangnya rantai 
birokrasi. Harus lahir keputusan yang cepat 
berbasis informasi akurat. Ini penting agar 
bantuan segera tiba di tangan mereka yang 
membutuhkan.

Peristiwa karhutla dan bencana yang terus 
berulang sekaligus menjadi pengingat tentang 
pentingnya memperkuat spirit kolaboratif 
bangsa dalam menghadapi tantangan kini 
dan ke depan.

Kita dorong energi elemen bangsa untuk 
bahu-membahu mengatasi berbagai persoalan 
hari ini dan ke depan. Ibarat kapal yang sedang 
berlayar dan menghadapi gelombang, yang 
dibutuhkan ialah keteguhan menghadapi ge-
lombang secara bersama-sama, bukan malah 
melubangi kapal.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Jaga Kondusivitas Papua dengan 
Menolak Provokasi Demo Anarkis
Papua membutuhkan suasana yang aman dan 
kondusif agar masyarakat dapat menjalankan 
aktivitas sehari-hari, sementara pemerintah ber-
sama seluruh pemangku kepentingan dapat me-
lanjutkan pembangunan secara berkelanjutan. 

KA R E N A  i t u , 
s e t i a p  u p a y a 
yang berpotensi 
memicu keru-

suhan, kekerasan, maupun 
konflik sosial perlu dihin-
dari. Penyampaian aspirasi 
merupakan bagian penting 
dalam kehidupan demokra-
tis, tetapi harus dilakukan 
secara damai, tertib, dan tidak 
mengorbankan keselamatan 
masyarakat.

Komitmen menjaga keama-
nan tersebut sejalan dengan 
pandangan Gubernur Papua, 
Mathius Fakhiri yang men-
gajak TNI dan Polri bersama 
seluruh unsur daerah menja-
ga keamanan dan ketertiban 
masyarakat guna mewujud-
kan Papua yang aman dan 
damai. Menurut Mathius 
Fakhiri, kondisi keamanan 
yang kondusif merupakan 
salah satu prasyarat agar 
pembangunan dapat dilaksa-
nakan hingga ke berbagai 
pelosok wilayah. Kolaborasi 
antarpemangku kepentingan 
juga dinilai penting untuk 
memastikan keterbatasan 
sumber daya tidak menjadi 
hambatan bagi pelaksanaan 
pembangunan dan pening-
katan kesejahteraan masya-
rakat.

Situasi yang aman tidak 
hanya berkaitan dengan as-
pek keamanan, tetapi juga 
memiliki hubungan erat den-

OLEH : YOHANES WANDIKBO )* 

kekerasan dapat dengan cepat 
menyebar melalui media sosi-
al. Apabila informasi tersebut 
diterima tanpa verifikasi, situ-
asi yang semula tenang dapat 
berubah menjadi ketegangan. 
Karena itu, masyarakat perlu 
mengedepankan sikap kritis 
dengan memeriksa sumber 
informasi dan tidak mudah 
meneruskan konten yang be-
lum jelas kebenarannya.

Seruan menjaga perdamai-
an juga datang dari Tokoh 
Adat Tabi, Hironimus Taime 
yang menilai perdamaian 
merupakan prasyarat pen-
ting bagi kemajuan Papua. 
Menurut Hironimus Taime, 
berbagai persoalan yang 
muncul di Papua tidak sehar-
usnya diselesaikan melalui 
perang, saling serang, atau-
pun kekerasan, melainkan 
melalui dialog dan perun-
dingan yang melibatkan pi-
hak-pihak terkait. Pendekatan 
damai dinilai dapat membuka 
ruang bagi penyampaian as-
pirasi sekaligus mengurangi 
risiko jatuhnya korban dari 
kalangan masyarakat.

Gagasan tersebut men-
unjukkan bahwa menjaga 
perdamaian bukan berarti 
menghilangkan perbedaan 
pandangan. Sebaliknya, per-
damaian menyediakan ruang 
agar perbedaan dapat dibica-
rakan secara terbuka tanpa 
kekerasan. Mekanisme dialog 
dapat menjadi sarana untuk 
mempertemukan berbagai 
kepentingan dengan tetap 
menempatkan keselamatan 
masyarakat sebagai prioritas.

Di tingkat masyarakat, ko-
mitmen serupa terlihat melal-
ui deklarasi Masyarakat Adat 
Nusantara di Kabupaten Na-
bire, Papua Tengah. Kegiatan 
tersebut menunjukkan bahwa 

masyarakat adat memiliki 
posisi strategis dalam menjaga 
ketertiban sosial karena mere-
ka memiliki kedekatan langs-
ung dengan komunitas dan 
memahami karakter sosial 
budaya masyarakat setempat.

Koordinator Wilayah LMA 
Papua Tengah, Yona Kogoya 
menilai keberagaman suku, 
budaya, dan agama di Nabire 
merupakan kekuatan yang 
harus dirawat untuk mem-
perkuat persaudaraan dan 
kedamaian. Pandangan ter-
sebut memperlihatkan bahwa 
keberagaman Papua sehar-
usnya ditempatkan sebagai 
modal sosial, bukan dijadikan 
alasan untuk mempertajam 
perbedaan.

Sementara itu, Ketua LMA 
Kabupaten Nabire Karel Mi-
siro memandang deklarasi 
masyarakat adat sebagai sim-
bol persatuan sekaligus komit-
men menjaga adat dan buda-
ya. Masyarakat adat melalui 
deklarasi tersebut menyata-
kan penolakan terhadap ho-
aks, provokasi, kekerasan, 
dan konflik antarsuku serta 
menyatakan dukungan ter-
hadap upaya pembangunan 
yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi terhadap peran 
masyarakat adat juga disam-
paikan Asisten I Setda Nabire 
La Halim yang menilai LMA 
memiliki posisi penting se-
bagai mitra dalam menjaga 
ketertiban sosial, memperkuat 
persatuan, dan melestarikan 
budaya. Menurut La Halim, 
perbedaan semestinya men-
jadi perekat persaudaraan, 
bukan sumber perpecahan.

Pesan tersebut relevan keti-
ka ruang publik menghadapi 
berbagai potensi provokasi. 
Demonstrasi sebagai bentuk 

penyampaian aspirasi me-
rupakan bagian dari kehidu-
pan demokratis, tetapi aksi 
yang berubah menjadi anarkis 
dapat menimbulkan kerug-
ian luas. Kerusakan fasilitas 
publik, gangguan aktivitas 
ekonomi, maupun benturan 
antarkelompok tidak menye-
lesaikan persoalan, melainkan 
berpotensi memperpanjang 
ketegangan dan memperbesar 
beban masyarakat.

Karena itu, setiap pihak me-
miliki tanggung jawab untuk 
menjaga agar penyampaian 
aspirasi tetap berlangsung 
tertib. Pemerintah perlu terus 
membuka ruang komunikasi, 
masyarakat perlu menyam-
paikan aspirasi secara damai, 
tokoh adat dan tokoh masya-
rakat perlu membantu mere-
dam ketegangan, sementara 
aparat keamanan menjalan-
kan tugasnya secara profesi-
onal dengan mengutamakan 
keselamatan masyarakat dan 
ketertiban umum.

Papua yang aman adalah 
kepentingan bersama. Ka-
rena itu, provokasi, hoaks, 
kekerasan, dan aksi anar-
kis semestinya ditolak tanpa 
menghilangkan hak masy-
arakat untuk menyampai-
kan aspirasi. Jalan dialog, 
komunikasi, penghormatan 
terhadap keberagaman, dan 
penegakan hukum yang pro-
fesional menjadi fondasi pen-
ting untuk menjaga Papua 
tetap damai. Dengan suasana 
yang kondusif, energi masy-
arakat dapat diarahkan pada 
hal yang lebih penting, yakni 
membangun masa depan 
Papua yang aman, sejahtera, 
dan penuh kesempatan bagi 
seluruh masyarakatnya. )* 
Penulis merupakan Pengamat 
Pembangunan Papua

gan kegiatan ekonomi dan 
pelayanan publik. Masyara-
kat membutuhkan kepastian 
untuk bekerja, berdagang, 
mengakses pendidikan, mem-
peroleh layanan kesehatan, 
serta menjalankan kegiatan 
sosial dan keagamaan. Ketika 
keamanan terganggu akibat 
provokasi atau tindakan keke-
rasan, kelompok yang paling 
merasakan dampaknya justru 
masyarakat biasa.

Pandangan serupa disam-
paikan Pangdam XVII Cende-
rawasih, Mayjen TNI Febriel 
Buyung Sikumbang yang 
menempatkan kolaborasi an-
tarpemangku kepentingan 
sebagai bagian penting dalam 
menciptakan kondisi yang 
memungkinkan pemban-
gunan berjalan tanpa gang-
guan keamanan. Menurut 
Mayjen TNI Febriel Buyung 
Sikumbang, komunikasi dan 
silaturahmi antarelemen Fo-
rum Koordinasi Pimpinan 
Daerah perlu terus diperkuat 
karena koordinasi yang baik 
dapat mendukung terciptanya 
keamanan sekaligus memasti-
kan hasil pembangunan dapat 
dirasakan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, 
masyarakat perlu memiliki 
daya tahan terhadap informasi 
yang berpotensi memicu kon-
flik. Hoaks, informasi yang 
dipotong dari konteks, provo-
kasi, serta ajakan melakukan 

NAMUN,  opti -
misme ini perlu 
dianalisis secara 
kritis mengingat 

involusi pertanian yang dike-
mukakan oleh Clifford Geertz 
terus terjadi. Teori ini meng-
gambarkan stagnasi dalam 
sistem pertanian tradisio-
nal yang minim inovasi. Kita 
akan mencoba meneropong 
bagaimana optimisme petani 
milenial mampu menghadapi 
tantangan involusi pertanian 
di Indonesia.

Pertanian telah menjadi 
tulang punggung perekono-
mian Indonesia sejak lampau 
sebagai negara agraris. Sistem 
pertanian tradisional berkem-
bang pesat seiring dengan ke-
butuhan pangan masyarakat 
yang terus meningkat. Pada 
masa kolonial, sistem tanam 
paksa memperkenalkan komo-
ditas ekspor seperti kopi, teh, 
dan tebu, namun juga mening-
galkan dampak buruk berupa 
eksploitasi lahan dan tenaga 
kerja. Setelah kemerdekaan, 
sektor pertanian tetap menjadi 
sektor dominan, meskipun 

FENOMENA petani milenial menjadi angin 
segar di tengah dinamika sektor pertanian 
Indonesia. Di saat generasi muda cenderung 
meninggalkan bidang ini, kehadiran petani 
milenial justru menawarkan harapan baru bagi 
regenerasi petani Indonesia. 

modernisasi pertanian Indo-
nesia berjalan lambat.

Clifford Geertz dalam ca-
tatannya Agricultural Involu-
tion: The Process of Ecological 
Change in Indonesia (1963) 
memperkenalkan konsep in-
volusi pertanian untuk men-
jelaskan kondisi pertanian di 
Jawa pada masa kolonial. Teori 
ini memotret proses adaptasi 
masyarakat agraris terhadap 
tekanan demografis dengan 
cara memperluas jumlah tena-
ga kerja tanpa meningkatkan 
produktivitas yang berarti. 
Dalam konteks ini, pening-
katan jumlah petani hanya 
menghasilkan produksi yang 
bersifat marginal dan tidak 
diiringi oleh inovasi teknologi.

Geertz juga menekankan 
bahwa sistem pertanian sawah 
di Jawa menunjukkan ciri 
khas involusi, di mana setiap 
peningkatan jumlah pekerja 
hanya menghasilkan surplus 
kecil, tanpa adanya transfor-
masi teknologi atau perubahan 
struktural. Hal ini menyebab-
kan stagnasi ekonomi karena 
produktivitas per kapita tetap 

rendah, meskipun jumlah 
tenaga kerja bertambah. Sis-
tem ini juga memperkuat ke-
tergantungan pada metode 
tradisional yang sulit beradap-
tasi dengan tantangan modern. 
Meskipun teori ini dikembang-
kan lebih dari setengah abad 
yang lalu, involusi pertanian 
masih relevan dalam konteks 
pertanian Indonesia saat ini. 
Fragmentasi lahan, minimnya 
inovasi teknologi, dan ren-
dahnya produktivitas menjadi 
gambaran nyata yang dihadapi 
petani kecil di berbagai daerah.

Petani milenial kemudian 
lahir dengan semangat baru 
untuk memperbaiki citra per-
tanian yang dianggap kurang 
menarik. Mereka membawa 
inovasi berbasis teknologi se-
perti pertanian digital, e-com-
merce, dan media sosial untuk 
pemasaran hasil panen. Petani 
milenial disematkan pada 
generasi muda yang berusia 
antara 20-40 tahun yang me-
milih bidang pertanian sebagai 
profesi utama. Mereka umum-
nya lebih adaptif terhadap te-
knologi, memiliki pendidikan 
yang lebih tinggi, dan aktif 
dalam jejaring digital. Namun, 
optimisme ini tidak terlepas 
dari tantangan involusi.

Petani milenial menghada-
pi berbagai tantangan yang 
berakar pada fenomena invo-
lusi. Beberapa tantangan yang 
dihadapi misalnya: Lahan 
pertanian semakin sempit 
karena pembagian warisan 
dan alih fungsi lahan, sistem 

adat dan kebiasaan lokal yang 
cenderung mempertahankan 
metode tradisional, minimnya 
dukungan finansial dan tekno-
logi bagi petani muda, dan 
sistem distribusi yang tidak 
efisien, memperburuk posisi 
tawar petani kecil. Setidaknya 
60% petani muda Indonesia 
menghadapi kendala akses 
permodalan, sementara 40% 
lainnya kesulitan mendapat-
kan akses teknologi modern 
untuk mengembangkan usaha-
nya dibidang pertanian.

Pesatnya perkembangan 
teknologi membuat petani mi-
lenial memiliki harapan baru 
yang bisa mereka bawa dalam 
mengurus dunia pertanian In-
donesia. Berkembangnya star-
tup agritech yang kini banyak 
beredar sebagai imbas dari 
kemajuan teknologi melahir-
kan kolaborasi antara petani 
milenial dan startup agritech 
yang memberikan akses lebih 
mudah terhadap teknologi dan 
permodalan. Selain itu, petani 
milenial juga aktif membentuk 
komunitas digital untuk berba-
gi pengetahuan, pengalaman, 
dan peluang pasar. Komunitas 
digital menjadi wadah penting 
dalam memperkuat solidaritas 
dan akses informasi bagi peta-
ni milenial.

Di sisi lain, pemerintah se-
benarnya telah meluncurkan 
berbagai program yang bertu-
juan untuk regenerasi petani 
muda, seperti Kartu Tani dan 
bantuan modal usaha. Namun, 
efektivitas program ini masih 

Optimisme Petani Milenial: 
Harapan Menghadapi Involusi Pertanian

perlu ditingkatkan melalui 
evaluasi berkala dan pening-
katan akses teknologi. Pro-
gram pelatihan dan edukasi 
teknologi pertanian juga harus 
di selenggarakan secara masif 
untuk memperkuat kapasitas 
petani milenial. Selain itu, pe-
merintah harus terus berupaya 
untuk meminimalkan dispari-
tas dukungan antar wilayah. 
Saat ini, masih terjadi problem 
dimana petani milenial di dae-
rah perkotaan cenderung lebih 
mudah mengakses teknologi 
dan permodalan dibandingkan 
rekan-rekan mereka di daerah.

Pemerintah Indonesia me-
miliki cita-cita besar untuk 
mencapai swasembada dan 
surplus pangan sebagai upaya 
menjaga ketahanan pangan 
nasional. Swasembada pangan 
tidak hanya bertujuan me-
menuhi kebutuhan dalam ne-
geri, tetapi juga meningkatkan 
ekspor hasil pertanian sebagai 
sumber devisa negara. Dalam 
konteks ini, peran petani mi-
lenial sangat krusial karena 
mereka membawa inovasi 
dan teknologi yang mampu 
meningkatkan produktivitas 
dan daya saing produk perta-
nian Indonesia di pasar global. 
Demi mencapai cita-cita terse-
but, pemerintah tidak boleh 
meninggalkan para petani 
milenial berjuang sendiri. Me-
reka harus difasilitasi dengan 
optimal untuk menjaga api 
semangat tetap berkobar.*-
Geotimes.Id. Penulis: Pemerhati 
dunia pendidikan nasional.
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SULTENG RAYA - Destry Da-
mayanti menyatakan akan mem-
bawa Bank Indonesia (BI) menjadi 
lembaga yang tetap relevan dalam 
menghadapi berbagai tantangan 
ekonomi. 

Hal tersebut menjadi visi utama-
nya yang disampaikan dalam agen-
da uji kelayakan Calon Gubernur BI 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Destry mengatakan, visi ini men-
cakup menjaga kredibilitas BI dalam 
menjaga stabilitas dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi berkelan-
jutan. Visi tersebut akan dicapai me-
lalui tiga misi yang akan ia jalankan 
ketika terpilih sebagai Gubernur BI.

“Visi kami adalah menjadikan 
Bank Indonesia sebagai lembaga 
yang tetap relevan dalam merespon 
tantangan serta kredibel dalam men-
jaga stabilitas dan mendorong per-
tumbuhan ekonomi berkelanjutan,” 
ungkap Destry dalam Fit and Proper 
Test Calon Gubernur BI bersama 
Komisi XI di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). 

Misi pertama, Destry akan men-
jaga stabilitas nilai tukar rupiah, 
sistem pembayaran dan keuangan. 
Menurutnya, langkah ini menjadi 
fondasi untuk mendorong pertum-
buhan ekonomi berkelanjutan.

“Misi pertama ini sesuai dengan 
mandat Bank Indonesia, yaitu men-
capai stabilitas nilai rupiah, meme-
lihara stabilitas sistem pembayaran, 

dan turut serta menjaga stabilitas 
sistem keuangan dalam rangka 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan,” jelasnya.

Misi kedua, Destry akan mem-
bawa BI untuk terus berkontribusi 
dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi berkelanjutan. Ia mengata-
kan, misi ini terintegrasi dengan 
langkah pertama untuk menjaga 
stabilitas dan memberikan kepas-
tian berusaha yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi.

Misi ketiga, BI akan memperkuat 
sinergi dengan berbagai pemangku 
kepentingan melalui Sinergi Merah 
Putih. Destry mengatakan, BI akan 
mempererat koordinasi dengan pe-
merintah dan otoritas terkait untuk 
merespon tantangan ekonomi.

“Misi ketiga adalah memperkuat 
sinergi dengan berbagai pemangku 
kepentingan melalui Sinergi Merah 
Putih. Misi ini menegaskan bahwa 
Bank Indonesia akan melakukan 
koordinasi erat dengan pemerintah, 
otoritas, dan berbagai pihak dalam 
merespon tantangan yang masih 
kuat dan mencapai tujuan Indonesia 
2045,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Destry Da-
mayanti menjadi calon tunggal 
Gubernur BI yang diusulkan Pre-
siden Prabowo Subianto melalui 
Surat Presiden (Surpres). Saat ini, ia 
diketahui menjabat sebagai Deputi 
Gubernur Senior sekaligus Pejabat 
Gubernur Sementara (Pgs) BI. DTC

Destry Damayanti Punya 
Misi Stabilkan Rupiah 

dan Bantu Geber Ekonomi

SULTENG RAYA - Men-
teri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Bahlil La-
hadalia menyampaikan Pro-
gram Pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) ber-
kapasitas 100 gigawatt peak 
(GWp) berpotensi menghe-
mat anggaran pendapatan 
dan belanja negara (APBN) 
lebih dari Rp 73 triliun setiap 
tahun. 

Penghematan tersebut be-
rasal dari biaya pembangki-
tan listrik tenaga surya yang 
lebih rendah dibandingkan 
penggunaan pembangkit 
berbahan bakar diesel mau-
pun gas.

Pemerintah resmi memulai 
Program PLTS 100 GWp mel-
alui peluncuran dan ground-
breaking di Gilimanuk, Bali, 
Selasa (25/8/2026). Program 
tersebut menjadi bagian dari 
langkah pemerintah mem-
perkuat kemandirian dan 
ketahanan energi nasional 
dengan memanfaatkan po-
tensi energi surya yang me-
limpah di Indonesia. 

“Melalui PLTS 100 GWp 
kita betul-betul akan berdiri 
di atas kaki kita sendiri,” 
kata Bahlil, dikutip Rabu 
(26/8/2026).

Selain menghemat angga-
ran, program tersebut juga 
diproyeksikan mengurangi 
penggunaan bahan bakar 
diesel hingga 6 juta kiloliter 
per tahun secara nasional. 
Khusus di Bali, pengem-
bangan energi surya diper-
kirakan dapat menghemat 
konsumsi diesel sekitar 500 
ribu kiloliter setiap tahun. 

Bahlil mengatakan Indone-
sia memiliki modal besar un-
tuk mengembangkan energi 
surya. Sebagai negara tropis 
yang mendapatkan paparan 
sinar matahari sepanjang 
tahun, Indonesia juga telah 
memiliki industri panel surya 
dan industri baterai penyim-
panan listrik atau battery 
energy storage system (BESS) 
di dalam negeri.

Pengembangan PLTS 100 
GWp juga diproyeksikan 
menciptakan manfaat ek-
onomi yang luas. Program 
tersebut berpotensi membu-
ka 5,52 juta lapangan kerja 
secara akumulatif, terdiri 
atas sekitar 3,5 juta pekerjaan 
di industri panel surya dan 
BESS serta 2 juta pekerjaan 
di sektor konstruksi.

Dari sisi lingkungan, pem-
bangunan PLTS dalam skala 
besar diproyeksikan mampu 
mengurangi emisi karbon 
hingga 140,16 juta ton CO2 
per tahun. Pengurangan emi-
si tersebut juga memiliki 
potensi nilai ekonomi karbon 
mencapai Rp 6,31 triliun.

Sebagai tahap awal, pe-
merintah meluncurkan 14 
proyek PLTS di enam pro-
vinsi dengan total kapasitas 
sekitar 5,3 GWp. Sejumlah 
proyek yang menjadi bagian 
dari tahap awal tersebut 
antara lain PLTS Gilimanuk 
berkapasitas 300 MWp, PLTS 
Terapung Gajah Mungkur 
134 MWp, PLTS Desa Sem-
bur 0,92 MWp, serta PLTS 
Pulau Rengit 0,078 MWp.

Presiden Prabowo Subian-
to menegaskan pemerintah 
serius mengejar pemban-
gunan energi surya dalam 
skala besar. Pemerintah me-
nargetkan pembangunan ka-
pasitas energi surya sebesar 
100 GWp dapat diwujud-
kan dalam tiga tahun mel-
alui kolaborasi kementerian, 
BUMN, dan berbagai pihak 
terkait.

Program tersebut diarah-
kan tidak hanya untuk men-
ambah kapasitas pembangkit 
listrik, tetapi juga mengu-
rangi ketergantungan ter-
hadap bahan bakar fosil dan 
memperkuat industri energi 
bersih di dalam negeri. Pen-
gembangan PLTS hingga ke 
wilayah kepulauan juga di-
harapkan memperluas akses 
listrik sekaligus menciptakan 
efisiensi biaya energi bagi 
masyarakat.

PLTS 100 GW Harus Dii-
kuti Eksekusi Cepat

Lembaga think tank Insti-
tute for Essential Services Re-
form (IESR) menilai Program 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Surya (PLTS) 100 GW dan 
sistem penyimpanan energi 
baterai (BESS) yang dilun-
curkan Presiden Prabowo 
Subianto di Bali merupakan 
langkah penting untuk mem-
perkuat ketahanan energi 
dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbar-
ukan dalam negeri. Menurut 
IESR, program ini juga dapat 
mengurangi ketergantungan 
Indonesia, khususnya Bali, 
pada pasokan energi fosil 
dan pasokan listrik dari luar 
pulau.

IESR mengungkapkan 
kombinasi PLTS dan BESS 
juga dapat meningkatkan 
keandalan sistem kelistrikan 
Bali dengan menyediakan 
sumber listrik lokal sekaligus 
fleksibilitas untuk mengelola 
variabilitas energi surya. 
Pemilihan Bali sebagai lokasi 
peluncuran program memili-
ki arti strategis.

Bali telah mencanangkan 
visi Bali Net Zero Emission 
2045, yang dikembangkan 
Pemerintah Provinsi Bali 
bersama IESR dan berbagai 
pemangku kepentingan sejak 
2023. IESR menilai dukun-
gan pemerintah pusat dan 
PLN melalui investasi PLTS 
dan BESS akan memperkuat 
upaya Bali mencapai keman-
dirian energi dan emisi nol 
bersih lebih cepat dari target 
nasional. Chief Executive 
Officer IESR Fabby Tumi-
wa mengatakan peluncuran 
dan groundbreaking proyek 
harus menjadi awal dari 
tahapan eksekusi yang jauh 
lebih besar.

“Keberhasilan Program 
PLTS 100 GW tidak diukur 
dari berapa banyak proyek 
yang di-groundbreaking, 
tetapi dari berapa gigawatt 
PLTS yang dapat dibangun, 
tersambung ke jaringan, dan 
menghasilkan listrik secara 
andal sebelum 2029. Tantan-
gan terbesar sekarang adalah 
mengubah komitmen poli-
tik Presiden menjadi mesin 
implementasi yang mampu 

membangun puluhan giga-
watt PLTS setiap tahun,” kata 
Fabby dalam pernyataannya, 
Selasa (25/8/2026).

IESR menekankan target 
100 GW dalam waktu kurang 
dari empat tahun sangat 
ambisius dan diperlukan 
inovasi dalam implementa-
sinya. Agar berhasil, program 
ini memerlukan arsitektur 
implementasi nasional yang 
kuat, konsisten, dan memiliki 
kepastian hukum. Pemerin-
tah perlu segera menetap-
kan kepemimpinan program 
yang mempunyai kewenan-
gan melakukan koordinasi 
lintas kementerian, PLN, 
pemerintah daerah, industri, 
lembaga pembiayaan, serta 
pelaku usaha.

IESR merekomendasikan 
enam langkah prioritas untuk 
memastikan program dapat 
mencapai target pada 2029. 
Pertama, segera menyelesai-
kan Peraturan Presiden (Per-
pres) sebagai payung hukum 
Program PLTS 100 GW.

Perpres perlu menetapkan 
target, pembagian peran dan 
tanggung jawab, mekanisme 
koordinasi, pembiayaan, 
pengadaan, serta prinsip 
transparansi dan akuntabi-
litas. Pemerintah juga perlu 
menyesuaikan RUEN dan 
RUPTL PLN agar sepenuh-
nya mengakomodasi tamba-
han kapasitas PLTS 100 GW 
serta menetapkan program 
ini sebagai Proyek Strategis 
Nasional (PSN) untuk mem-
percepat perizinan, penye-
diaan lahan, pembangunan 
jaringan, dan penyelesaian 
hambatan lintas sektor.

Kedua, menyusun pipe-
line proyek tahunan yang 
jelas hingga 2029, lengkap 
dengan lokasi, kapasitas, jad-
wal pengadaan, kebutuhan 
jaringan dan BESS, sehingga 
investor dan industri dapat 
merencanakan investasi se-
cara pasti. Ketiga, memperce-
pat pengadaan melalui lelang 

yang kompetitif, transparan, 
dan bankable untuk meng-
hasilkan harga listrik yang 
kompetitif sekaligus menarik 
modal swasta dalam skala 
besar.

Keempat, memastikan ke-
siapan sistem kelistrikan 
melalui pembangunan dan 
penguatan transmisi-distri-
busi, digitalisasi jaringan, 
penambahan BESS, serta 
peningkatan fleksibilitas 
operasi sistem tenaga listrik 
dan pembebasan kuota PLTS 
Atap.

Kelima, membangun ran-
tai pasok nasional dengan 
kebijakan kandungan lo-
kal yang bertahap, realistis, 
dan berbasis peningkatan 
daya saing agar pengemban-
gan industri domestik tidak 
menghambat penurunan 
biaya maupun kecepatan 
pembangunan PLTS.

Keenam, membuka pen-
dekatan implementasi mul-
ti-jalur (multi-track imple-
mentation), sehingga pen-
capaian 100 GW tidak hanya 
bergantung pada proyek 
PLN. Pemerintah perlu mem-
berikan ruang bagi pemer-
intah daerah, koperasi dan 
komunitas, sektor industri 
dan komersial, pemrakarsa 
PLTS atap, serta independent 
power producer untuk ikut 
mempercepat pembangunan 
kapasitas pembangkit energi 
surya.

“Menuju 2029, kunci uta-
manya adalah membangun 
ekosistem pendukung dan 
kecepatan mengeksekusi 
rencana. Indonesia sudah 
memiliki modal, teknologi 
matang, dan potensi surya 
yang melimpah. Yang kini 
mendesak adalah kepas-
tian regulasi, tata kelola 
yang kuat, proyek yang 
bankable, kesiapan jaringan 
listrik, serta institusi yang 
mampu mengeksekusi pro-
gram secara konsisten,” ujar 
Fabby. ROL

PLTS 100 GWp Berpotensi 
Hemat APBN Rp 73 Triliun
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SULTENG RAYA - Pem-
blokiran rekening milik 
Koordinator Aliansi Masya-
rakat Peduli Bangsa (AMPB) 
oleh Bank Mandiri menjadi 
perhatian publik. 

Pengamat Perbankan, 
Paul Sutaryono, mengajak 
masyarakat untuk menyika-
pi persoalan tersebut secara 
tenang dan mempercayakan 
prosesnya pada ketentuan 
hukum serta tata kelola per-
bankan yang berlaku.

Paul menilai status Bank 
Mandiri sebagai perusahaan 
terbuka membuat aktivitas 
dan kebijakan perseroan 
berada dalam pengawasan 
berbagai pihak. Paul menilai 
posisi tersebut juga menjadi 
bagian dari mekanisme un-
tuk menjaga akuntabilitas 

dan kepercayaan masy-
arakat terhadap industri 
perbankan. 

“Bank Mandiri itu sudah 
go public yang berarti milik 
publik. Bank yang sudah 
berstatus terbuka (Tbk) akan 
semakin banyak pihak yang 
mengawasi,” ujar Paul saat 
dihubungi Republika di 
Jakarta. 

Menurut Paul, Bank Man-
diri memiliki dasar dalam 
melakukan pemblokiran 
tersebut. Dalam sistem per-
bankan, lanjut Paul, telah 
terdapat ketentuan menge-
nai pihak-pihak yang me-
miliki kewenangan untuk 
melakukan pemblokiran 
rekening nasabah. 

“Sesungguhnya, sudah 
ada ketentuan pihak mana 

saja yang berwenang untuk 
melakukan pemblokiran re-
kening di bank,” ucap Paul.

Oleh karenanya, Paul 
menekankan pentingnya 
setiap bank menjalankan 
ketentuan yang berlaku 
dalam mengambil langkah 
terkait rekening nasabah. 
Kepatuhan terhadap regu-
lasi, ungkap dia, merupa-
kan bagian penting dalam 
menjaga prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik atau 
good corporate governance 
(GCG).

“Oleh karena itu, bank 
harus memenuhi aturan ter-
sebut. Hal itu sebagai bagian 
dari tata kelola perusahaan 
yang baik (GCG) dan azas 
kepatuhan (compliance),” 
lanjut Paul.

LOGO Bank Mandiri. FOTO: DOK. REPUBLIKA

Pengamat Imbau Masyarakat tak 
Cemas dengan Isu Rush Money

Di tengah perhatian 
publik terhadap kasus 
tersebut, Paul juga me-
minta masyarakat tidak 
terburu-buru mengambil 
kesimpulan yang dapat 
memicu kekhawatiran ber-
lebihan terhadap keamanan 
dana di perbankan. Paul 
meyakini masyarakat kini 
semakin mampu menya-
ring informasi dan tidak 
mudah terpengaruh kabar 

yang belum dapat dipasti-
kan kebenarannya.

“Tetapi tidak perlu cemas 
akan terjadi rush money. 
Publik sudah semakin pintar 
sehingga tidak terpengaruh 
oleh hoaks,” kata Paul.

Bank Mandiri mengon-
firmasi telah melakukan 
pemblokiran rekening koor-
dinator Aliansi Masyarakat 
Pati Bersatu (AMPB) melalui 
akun media sosialnya. Bank 

Mandiri menyampaikan 
permohonan maaf atas ke-
tidaknyamanan yang ditim-
bulkan kepada nasabah ter-
kait pemblokiran rekening. 

“Pemblokiran tersebut 
merupakan tindak lanjut 
atas permintaan aparat pe-
negak hukum dan telah 
dilakukan sesuai prosedur 
serta ketentuan yang berla-
ku,” tulis akun Threads @
bankmandiri.

Bank Mandiri menyebut 
langkah ini telah sesuai pro-
sedur. Bank Mandiri sendiri 
menegaskan komitmennya 
dalam menjalankan prinsip 
tata kelola perusahaan yang 
baik (GCG).

“Bank Mandiri berkomit-
men untuk terus mengede-
pankan prinsip GCG, ke-
patuhan, dan kehati-hatian 
dalam menjalankan layanan 
perbankan.” ROL
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Turut dihadiri Ketua De-
wan Kemakmuran Masjid 
(DKM) PT IMIP, Djoko 
Suprapto, Ketua MUI Mo-
rowali H. Mauluddin, S.Ag., 
M.Fil.I., perwakilan Camat 
Bahodopi, Kepala KUA, Ka-
des Siumbatu dan pengurus 
Masjid Al-Mutakabbir serta 
para santri.

Dalam sambutannya, 
Djoko Suprapto mengu-
capkan terima kasih kepada 
seluruh Pemdes Siumbatu 
yang berkontribusi dalam 
suksesnya acara Maulid ini. 
Ia menegaskan, peringatan 
tersebut merupakan bentuk 
kecintaan terhadap Rasu-
lullah SAW yang menye-
barkan agama ini hingga 
sampai kepada umat ma-

nusia.
“Momentum Maulid ini 

hendaknya dapat terus 
mengingatkan kita tentang 
kebaikan, saling bersinergi 
dalam keiklasan serta kesa-
baran,” kata Djoko. 

Ia mengatakan, Maulid 
Nabi Muhammad SAW, 
bukan hanya seremonial 
namun sebagai pengingat  
untuk terus meneladaninya 
dalam bersikap sabar meng-
hadapi cobaan dan ujian di 
dunia ini. Juga untuk selalu 
menumbuhkan kebaikan 
pada semua dan berupaya 
memupuk kebersamaan ser-
ta menjaga keharmonisan di 
tengah perbedaan yang ada, 
khususnya di Kecamatan 
Bahodopi. 

“Peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW merupa-
kan agenda tahunan yang 
selalu dilaksanakan DKM 
PT IMIP. Ini juga dijadikan 
momentum untuk menela-
dani sifat, sikap dan budi 
pekerti Nabi SAW dengan 
tujuan meningkatkan kei-
manan dan ketaqwaan serta 
menjaga semangat beriba-
dah,” sambung Djoko. 

Sementara itu, Ketua 
MUI Morowali H. Mau-
luddin, S.Ag., M.Fil.I., juga 
mengatakan, peringatan 
kelahiran Nabi Muhammad 
SAW, menjadi semangat 
dan landasan kuat bagi 
umat Muslim untuk pe-
rubahan peradaban Islam 
di masa mendatang. 

“Mari kita merajut kema-
jemukan agar tidak terjadi 
permusuhan. Mencontoh si-
fat Nabi Muhammad SAW, 
terkait kejujuran, kesaba-
ran dan keiklasan, saling 
menyayangi, mengokohkan 
kebersamaan sehingga dae-
rah Bahodopi semakin maju 
dan memiliki keberkahan,” 
ajak Mauluddin. 

Ia menyampaikan, den-
gan keimanan dan key-
akinan yang kuat serta 
meneladani akhlak Nabi 
Muhammad SAW, dapat 
menjauhkan umat Islam 
dari kemungkaran, me-
munafikan dan perbuatan 
dosa. Generasi muda diha-
rapkan agar terus mening-
katkan amal saleh. *WAN

Namun, setelah dilakukan 
pembersihan, jalur tersebut 
kini sudah kembali dapat 
dilalui kendaraan.

“Arus lalu lintas sem-
pat macet, sekarang sudah 
normal kembali, kendaraan 
sudah bisa melintas. Meski 
begitu kami mengimbau 
pengguna jalan tetap berha-

ti-hati, karena jalan masih 
licin,” jelasnya.

Data sementara BPBD 
Parigi Moutong mencatat 
sedikitnya 12 rumah war-
ga mengalami kerusakan 
dan sekitar 50 rumah ter-
dampak genangan lumpur. 
Selain itu, satu unit packing 
house durian turut terdam-

pak.
Jalur Trans Sulawesi yang 

tertutup material sepanjang 
kurang lebih 500 meter juga 
menjadi perhatian serius. 
Sebagai salah satu jalur uta-
ma pergerakan masyarakat 
dan distribusi barang, ter-
ganggunya akses tersebut 
berpotensi menimbulkan 

dampak lebih luas apabila 
tidak segera ditangani.

Pemkab Parigi Moutong 
melalui BPBD bersama TNI, 
Polri, dan unsur terkait 
kini memusatkan perhatian 
pada pemulihan kondisi 
lingkungan serta memas-
tikan akses masyarakat 
kembali aman. AJI

“Kita masih akan melaku-
kan pendalaman mengenai 
kasus tersebut,” kata Ismail. 

Sebelumnya, Satreskrim 
Polresta Palu telah mela-
kukan olah TKP kasus pen-
ganiayaan satu keluarga 
di Jalan PDAM, Kelurahan 
Duyu, Kecamatan Tatanga, 
mencatat identitas saksi 
- saksi yang ada di TKP 
kemudian mengevakuasi 
korban meninggal dunia 
masing-masing berinisial 
Jamil (32) dan anaknya yang 
masih berusia 2 tahun beri-
nisial RI serta istrinya, Ha-

nisah (23) yang kini sedang 
menjalani perawatan inten-
sif pihak medis di salah satu 
rumah sakit di Kota Palu.

“Kami mohon bantuan 
dan dukungan dari semua 
pihak, agar pelaku segera 
tertangkap,” kata kasat.

Dari informasi yang di-
peroleh, pelaku diduga beri-
nisial AK dan sedang dalam 
pengejaran aparat kepolisian. 
Terduga pelaku diketahui 
adalah rekan kerja korban 
di rumah usaha pemoton-
gan ayam. Ketiga korban 
ditemukan tetangga dalam 

kondisi luka becok di bebera-
pa tubuhnya, ayah dan anak 
tewas dalam peristiwa itu, 
sementara sang istri masih 
dalam penanganan medis.

Seperti diketahui, peris-
tiwa ini diketahui sekira 
pukul 22.10 Wita, saat itu 
warga setempat Bahtiar (49) 
mendengar suara keributan 
dari rumah Jamil karena 
merasa terganggu, ia sempat 
menegur dari luar pekaran-
gan, namun keributan tak 
kunjung reda, sehingga ia 
menghubungi Ketua RT 
setempat, Nurhamid (44).

Saat keduanya berada di 
depan rumah, terdengar 
teriakan seorang perempuan 
dari dalam, yang belakangan 
diketahui adalah Hanisah is-
tri dari Jamil, karena pagar 
rumah tergembok, kedua-
nya membuka paksa masuk 
ke dalam rumah, mereka 
mendapati Jamil tergeletak 
dengan luka tusuk di bagian 
perut, sementara anaknya RI 
ditemukan telah meninggal 
dunia di salah satu kamar. 
Hanisah sendiri ditemukan 
dalam kondisi terluka dan 
berlumuran darah. AMR

Kegiatan yang mengus-
ung tema “Maulid Nabi 
Muhammad SAW 12 Rabi-
ulawal/1448 Hijriah den-
gan meneladani akhlak 
Rasulullah SAW, melalui 
Polri presisi kita wujudkan 
Indonesia berdaulat, adil 
dan makmur,” dihadiri oleh 
Kapolres Morowali Utara 
AKBP Junaidy Anthonius 
Weken S.I.K beserta Pejabat 
Utama (PJU), para perwira, 
bintara, tamtama, serta Apa-
ratur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan Polres setempat.

Dalam sambutannya, 
Kapolres menyampaikan 
bahwa peringatan Maulid 
Nabi bukan sekadar sere-
moni tahunan, melainkan 
momentum penting untuk 
melakukan refleksi diri, 
khususnya bagi personel 
kepolisian sebagai pelin-
dung, pengayom, dan pe-
layan masyarakat.

“Kita harus meneladani 
sifat-sifat mulia Rasulullah 

SAW, yaitu Siddiq (jujur), 
Amanah (dapat dipercaya), 
Tabligh (menyampaikan 
kebaikan), dan Fathonah 
(cerdas). Empat sifat ini 
sangat relevan dengan tu-
gas kita sehari-hari sebagai 
anggota Polri, terutama 
dalam menjaga keperca-
yaan publik,” ujarnya.

Acara inti diisi dengan 
tausiyah atau ceramah ag-
ama yang disampaikan 
oleh Ustad Latip. Dalam 
ceramahnya, penceramah 
menekankan pentingnya 
kesabaran dan keikhlasan 
dalam menjalankan tugas. 
stad Latip juga mengajak 
seluruh personel untuk 
menjadikan Rasulullah se-
bagai suri tauladan dalam 
bersikap humanis kepada 
masyarakat, serta menghin-
dari tindakan arogan yang 
dapat mencoreng nama 
baik institusi.

Suasana khidmat tam-
pak menyelimuti masjid. 

Para personel yang hadir 
tampak antusias mengikuti 
jalannya acara dari awal 
hingga selesai, termasuk 
saat pembacaan shalawat 
Nabi yang berkumandang.

Kapolres berharap, me-
lalui peringatan Maulid 
Nabi ini, solidaritas dan 
integritas seluruh personel 
Polres Morowali Utara se-
makin meningkat. “Dengan 
iman yang kuat dan hati 
yang bersih, saya yakin 
kita mampu memberikan 
pelayanan terbaik bagi 
masyarakat serta mencip-
takan situasi keamanan 
dan ketertiban masyarakat 
(kamtibmas) yang kondus-
if,” tutupnya.

Kegiatan diakhiri dengan 
doa bersama untuk kesela-
matan bangsa dan negara, 
serta ramah tamah antar 
personel, mempererat tali 
silaturahmi di lingkungan 
internal Polres Morowali 
Utara. VAN

K a p o l r e s  M o r o w a -
li AKBP Reza Khomeini, 
S.I.K., melalui Kasat Lantas 
Iptu Ni Nyoman Sukreni, S 
H. M.H., mengatakan kro-
nologis kejadian Kendaraan 
roda empat Toyota Calya 
yang dikemudikan A.R.A. 
(20) bergerak dari arah 
Desa Bahodopi menuju 
Kota Bungku. Saat melintas 
di lokasi kejadian, kenda-
raan tersebut menabrak 
bagian belakang sepeda 
motor Yamaha Gear yang 
dikendarai Samsudin (60) 
berboncengan dengan Rat-

na (65) yang berjalan searah 
di depannya. 

“Setelah terjadi benturan, 
sepeda motor roda dua 
terseret ke arah kiri bahu 
jalan. Kendaraan roda em-
pat Toyota Calya kemudian 
kembali menabrak seorang 
pejalan kaki, Pr Ummu Rah-
mawati (11) yang saat itu 
berjalan di sepanjang bahu 
jalan,” ujar  Kasatlantas Iptu 
Ni Nyoman Sukreni.

Kasat Lantas menam-
bahkan, akibat kecelakaan 
tersebut, pengendara se-
peda motor Samsudin dan 

penumpang sepeda motor, 
Ratna, meninggal dunia. 
Sementara Pejalan kaki 
Ummu Rahmawati menga-
lami luka-luka dan saat ini 
dalam penanganan medis.

Kasat Lantas menegas-
kan bahwa kecelakaan ter-
sebut menjadi perhatian 
serius dan saat ini masih 
dalam penanganan pihak 
kepolisian. 

Saat ini, pengemudi ken-
daraan roda empat A.R.A 
telah diamankan di Polres 
Morowali guna proses lan-
jut. *VAN

SULTENG RAYA - So-
lidaritas dan kepedulian 
terhadap masyarakat yang 
terdampak bencana men-
jadi bagian penting dari 
semangat kebersamaan 
dalam membangun ke-
tangguhan masyarakat In-
donesia. 

Sebagai bentuk kepe-
dulian terhadap sauda-
ra-saudara sebangsa yang 
menghadapi kondisi ke-
bencanaan di Nusa Teng-
gara Timur (NTT), PT Vale 
Indonesia Tbk (PT Vale) 
menyalurkan bantuan ke-
manusiaan berupa kebu-
tuhan pokok, perlengkapan 
darurat, dan obat-obatan.

Bantuan tersebut diser-
ahkan oleh perwakilan PT 
Vale Indonesia yang dite-

rima langsung oleh Sekre-
taris Daerah Kabupaten 
Manggarai Timur bersama 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
NTT, Jumat, (21/8/2026). 

Selanjutnya, bantuan 
akan dimanfaatkan dalam 
mendukung kebutuhan 
masyarakat terdampak.

Wakil Presiden Direktur 
& Chief Operation and In-
frastructure Officer PT Vale 
Indonesia, Abu Ashar men-
gatakan, penyaluran ban-
tuan ini merupakan bagian 
dari kepedulian perusa-
haan dalam mendukung 
upaya penanggulangan 
bencana, sejalan dengan 
semangat dan komitmen 
untuk turut hadir dalam 
situasi yang membutuhkan 

dukungan kemanusiaan.
“Semoga bantuan ini 

dapat meringankan beban 
saudara-saudara kita di 
NTT. Mudah-mudahan 
bantuan yang disalurkan 
dapat bermanfaat dan men-
jadi bagian dari ikhtiar 
bersama untuk membantu 
masyarakat melewati masa 
sulit akibat bencana,” kata 
Abu.

Bagi PT Vale, keberlan-
jutan tidak hanya berkaitan 
dengan pengelolaan ling-
kungan dan pengemban-
gan masyarakat di sekitar 
wilayah operasi, tetapi juga 
dengan kemampuan untuk 
membangun kepedulian 
dan solidaritas ketika masy-
arakat Indonesia meng-
hadapi situasi sulit. */RHT

SULTENG RAYA – Kepa-
la Kepolisian Resor (Kapol-
res) Kabupaten Morowali, 
AKBP Reza Khomeini S.I.K, 
menggelar pertemuan si-
laturahmi dan koordinasi 
dengan pengurus sejumlah 
Serikat Pekerja Lokal yang 
bekerja di Kawasan PT In-
donesia Morowali Industrial 
Park (IMIP) di salah satu 
rumah makan di Desa Lal-
ampu, Kecamatan Bahodopi 
Jumat (21/8/2026).

Pertemuan ini digelar se-
bagai langkah preventif 
untuk memastikan situasi 
Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat (Kamtibmas) di 
wilayah hukum Polres Mo-
rowali tetap kondusif, teru-
tama Kecamatan Bahodopi 
yang merupakan Kawasan 
Industri Nikel. 

Kawasan industri yang 
padat tentunya rawan tin-
dak kejahatan, dimana akti-

vitas pabrik, pergudangan, 
logistik, dan manufaktur, 
yang karena karakteris-
tiknya memiliki tingkat ke-
rentanan tinggi terhadap 
berbagai persoalan seperti 
kriminalitas. 

Dalam arahannya, AKBP 
Reza Khomeini S.I.K mene-
kankan bahwa kunci utama 
stabilitas keamanan adalah 
peran serta serikat pekerja 
dalam menjaga kamtibmas 
dengan menjalin komuni-
kasi yang intens antara apa-
rat dan karyawan itu sendiri. 
Dimana jumlah pekerja di 
dalam kawasan mencapai 
puluhan ribu orang.

“Polri tidak bisa bekerja 
sendiri. Kami membutuhkan 
peran serta serikat pekerja 
dan tokoh masyarakat untuk 
menjadi penyejuk di tengah 
dinamika sosial. Perbedaan 
pandangan adalah hal yang 
wajar, namun persatuan 

adalah harga mati,” tegas 
Kapolres.

Kapolres menyatakan 
bahwa pihaknya terbuka 
menerima segala saran dan 
keluhan yang dialami oleh 
serikat pekerja.

“Kami siap menerima 
saran, masukan, maupun 
keluhan dari rekan-rekan 
pekerja, dan akan berupaya 
semaksimal mungkin mem-
bantu demi terciptanya si-
tuasi kamtibmas yang aman 
dan kondusif,” ujarnya. 

Kegiatan ini diharapkan 
dapat memperkuat sinergi 
antara Polres Morowali dan 
elemen masyarakat pekerja, 
dengan Polri siap menjadi 
mitra yang menjembatani 
komunikasi antara pekerja, 
perusahaan, dan pemerin-
tah .

Perwira dua melati dipun-
daknya itu mendengarkan 
langsung saran dan ma-

sukan dari para pengurus 
Serikat Buruh terkait situ-
asi Kamtibmas, khususnya 
dalam menangani perma-
salahan antara karyawan 
dengan pihak perusahaan. 
Dalam forum tersebut, para 
serikat pekerja menyampai-
kan berbagai keluhan, mulai 
dari masalah pemutusan hu-
bungan kerja (PHK) sepihak, 
pengangkatan karyawan 
tetap, hingga penerapan 
aturan kerja di lingkungan 
perusahaan.

Kapolres menegaskan 
bahwa Polri hadir tidak 
hanya sebagai penegak hu-
kum, tetapi juga sebagai fasi-
litator dalam menjembatani 
aspirasi pekerja dengan pe-
mangku kebijakan melalui 
pendekatan humanis dan 
komunikasi dua arah. Ia 
menyatakan kesiapan men-
jadi penengah yang netral 
dan adil dalam setiap per-

Kapolres Gandeng Serikat Pekerja di Morowali 
Selesaikan Masalah Ketenagakerjaan

soalan ketenagakerjaan.
Melalui dialog dan ko-

munikasi yang terbuka ini, 
diharapkan setiap potensi 
konflik dapat dicegah se-
jak dini, sehingga tercipta 
hubungan industrial yang 
harmonis dan situasi Kam-
tibmas yang tetap aman 
dan kondusif di Kabupaten 
Morowali.

Kapolres mengatakan hal 
ini sejalan dengan Desk 
Ketenagakerjaan Polri yang 
di bentuk Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo untuk 
mengawal, memediasi dan 
melindungi hak-hak pekerja 
serta menyelesaikan sengke-
ta hubungan industrial. 

 Sementara itu, Ketua 

Umum GANKSO (Tim 
Pencegahan Konflik Sosial) 
Kabupaten Morowali Yopi 
Sabara, S.T. menyambut 
baik inisiatif Polres tersebut. 
Ia menyatakan komitmen 
para Tokoh Pemuda untuk 
terus merawat kebhinekaan 
dan mendukung tugas-tugas 
kepolisian.

Generasi muda tidak bo-
leh menjadi alat provokasi 
atau dimanfaatkan oleh pi-
hak-pihak yang ingin meng-
ganggu stabilitas keamanan 
daerah.

“Kami pemuda Moro-
wali menyatakan sikap te-
gas: menolak segala bentuk 
ujaran kebencian, hoaks, 
dan provokasi yang dapat 

memecah belah persatuan. 
Kami siap bermitra dengan 
Polri untuk menjaga Kam-
tibmas, karena keamanan 
adalah tanggung jawab kita 
bersama, bukan hanya tugas 
polisi,” ujarnya disambut 
tepuk tangan peserta.

Kegiatan diakhiri dengan 
sesi diskusi interaktif dan 
foto bersama sebagai simbol 
komitmen menjaga keda-
maian. Dari hasil pertemuan, 
disepakati akan diadakan 
patroli dialogis bersama serta 
kegiatan sosial untuk sema-
kin merekatkan tali persau-
daraan. Hingga saat ini, si-
tuasi Kamtibmas di wilayah 
Morowali terpantau aman, 
tertib, dan terkendali. VAN

KAPOLRES 
MOROWALI, 
AKBP Reza 
Khomeini S.I.K, 
menggelar 
pertemuan 
silaturahmi 
dengan 
pengurus se-
jumlah Serikat 
Pekerja Lokal 
yang bekerja 
di Kawasan 
PT IMIP, Jumat 
(21/8/2026). 
FOTO: IST

JAGA KAMTIBMAS

PENYALURAN secara simbolis bantuan PT Vale kepada korban terdampak bencana di NTT. FOTO: DOK. PT VALE
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Kehadiran Wakil Wali 
Kota Palu dalam kegiatan 
tersebut menjadi wujud 
komitmen Pemerintah Kota 
Palu untuk terus mendu-
kung perhatian dan peng-
hormatan terhadap para 
Veteran Republik Indonesia 
(RI), termasuk memasti-
kan data dan administrasi 
veteran di daerah tercatat 
dengan baik sehingga hak-
hak mereka dapat diberikan 
secara tepat.

Workshop ini diikuti se-
banyak 472 veteran dari ber-
bagai wilayah di Sulawesi 
Tengah, yang terdiri dari 
441 veteran dari kabupaten/
kota se-Sulawesi Tengah 
dan 31 veteran dari Kota 
Palu. 

Selain menjadi forum 
pembekalan, kegiatan ter-
sebut juga dirangkaikan 
dengan proses verifikasi dan 
pemutakhiran data veteran.

Kepala Pusat Veteran, 
Brigjen TNI Asep Tardiana 
Wahdi, yang mewakili Ke-
pala Badan Cadangan Na-
sional (Kabacadnas), men-
jelaskan bahwa penguatan 

S U L T E N G  R A Y A — 
Pemerintah Kota  Palu 
mengapresiasi komitmen 
Centratama Group dalam 
mendukung peningkatan 
kualitas pendidikan melal-
ui program Tanggung Ja-
wab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) atau Corporate Social 
Responsibility (CSR).

Apresiasi tersebut disam-
paikan Wali Kota Palu yang 
diwakili Kepala Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan 
Kota Palu, Hardi saat secara 
simbolis meresmikan Kick 
Off Ceremony Connectivity 
for Community Program 
2026, melalui kegiatan pe-
ningkatan fasilitas pendidi-
kan berupa penyediaan Di-
gital Library, di SMP Negeri 
6 Palu, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut turut 
dihadiri Chief People & 
Corporate Affairs Officer 
Centratama Group, Kania 
Mustikasari, Vice President 
Resource Mobilization & Im-
pact Human Initiative, Romi 
Ardiansyah, serta sejumlah 
pimpinan OPD di lingkun-
gan Pemerintah Kota Palu.

Dalam sambutannya, Ka-
dis Hardi menyampaikan 
penghargaan setinggi-ting-
ginya kepada Centratama 
Group atas kepedulian dan 
kontribusinya dalam men-
dukung kemajuan pendidi-
kan di Kota Palu.

“Atas nama Pemerintah 
Kota Palu, kami menyam-
paikan apresiasi dan peng-
hargaan yang setinggi-ting-
ginya kepada Centratama 
Group atas kepedulian dan 
kontribusinya dalam men-
dukung kemajuan pendi-
dikan di Kota Palu,” ujar 
Kadis.

Menurut Kadis, di tengah 
era transformasi digital, per-
pustakaan tidak lagi hanya 
dimaknai sebagai tempat 
menyimpan dan membaca 
buku. 

Perpustakaan harus ber-
kembang menjadi ruang 
belajar yang interaktif, in-
klusif, kreatif, sekaligus 
mampu memberikan akses 
luas terhadap berbagai sum-
ber pengetahuan.

Karena itu, pembangunan 
Digital Library di SMP Ne-
geri 6 Palu dinilai sebagai 
langkah positif dan strategis 
dalam memperkuat ekosis-
tem pendidikan berbasis 
teknologi.

“Kehadiran perpustakaan 
digital diharapkan dapat 
memperluas akses peser-
ta didik terhadap bahan 
bacaan dan sumber pem-
belajaran, meningkatkan 
budaya literasi, sekaligus 
mendorong lahirnya gene-
rasi muda Kota Palu yang 
memiliki kemampuan ber-
pikir kritis, kreatif, adaptif, 
dan melek teknologi,” kata 
Kadis.

Kadis Hardi berharap 
fasilitas tersebut tidak ha-
nya menjadi ruang digital 
yang representatif, tetapi 
benar-benar dimanfaatkan 
secara optimal oleh siswa 
dan guru untuk menunjang 
proses pembelajaran.

Kadis juga berpesan ke-
pada pihak sekolah agar 
fasilitas yang dibangun 
melalui program TJSL ter-
sebut dijaga, dirawat, dan 
dikembangkan secara ber-
kelanjutan. “Jadikan Digital 
Library ini sebagai pusat ak-
tivitas literasi, pembelajaran, 
inovasi, serta pengemban-
gan potensi peserta didik,” 
pesan Kadis.

Program Digital Library 
ini akan dilengkapi dengan 
berbagai sarana dan prasa-
rana pendukung, antara 
lain renovasi ruang kelas/
perpustakaan menjadi Pojok 

Baca Digital, dua unit AC, 
platform perpustakaan digi-
tal dengan standar minimal 
setara EDOO, koleksi e-book 
senilai Rp50 juta, koneksi 
internet selama satu tahun 
dengan kecepatan minimal 
100 Mbps, kapasitas pen-
yimpanan sekitar 100 GB, 
serta 10 unit komputer PC.

Selain itu, fasilitas ter-
sebut juga mencakup satu 
unit Smart TV atau Smart 
Whiteboard, furnitur dan 
perlengkapan ruangan, mu-
ral perpustakaan, papan 
informasi/donasi, sosialisasi 
dan pelatihan bagi pengelola 
perpustakaan, serta monito-
ring pemanfaatan fasilitas 
selama satu tahun.

Siswa juga akan didorong 
untuk secara aktif mengun-
jungi dan memanfaatkan 
fasilitas Digital Library se-
bagai bagian dari program 
pemanfaatan perpustakaan 
digital.

Lebih lanjut, Kadis Hardi 
menegaskan bahwa pem-
bangunan kota tidak dapat 
dilakukan pemerintah sen-
diri. 

Menurut Kadis, dibu-
tuhkan kolaborasi antara 
pemerintah, dunia usaha, 
lembaga pendidikan, masy-
arakat, dan seluruh pemang-
ku kepentingan. 

“ K a m i  m e n y a m b u t 
baik komitmen Centrata-
ma Group yang melalui 
program TJSL/CSR turut 
mengambil bagian dalam 
mendukung pembangunan 
dan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia di 
Kota Palu,” ujar Kadis.

Kadis berharap hubungan 
harmonis dan kolaborasi 
yang telah terjalin dapat 
terus dipertahankan dan di-
perkuat, tidak hanya dalam 
pembangunan sarana pen-
didikan, tetapi juga melalui 
berbagai program lain yang 
memberikan manfaat nyata 
bagi masyarakat.

Hal tersebut, kata Kadis, 
sejalan dengan semangat 
Pemerintah Kota Palu un-
tuk membangun kota yang 
mandiri, aman dan nyaman, 
tangguh, serta profesional 
dalam kerangka pemban-
gunan berkelanjutan yang 
berbasis pada kearifan lokal 
dan nilai-nilai keagamaan.

Kepada seluruh siswa 
SMP Negeri 6 Palu, Kadis 
Hardi berpesan agar fasi-
litas dan teknologi yang 
tersedia dimanfaatkan se-
baik-baiknya untuk bela-
jar, berkarya, dan meraih 
cita-cita.

“Jangan hanya menjadi 
pengguna teknologi, tetapi 
jadilah generasi yang mam-
pu menciptakan inovasi dan 
memberikan manfaat bagi 
lingkungan sekitar,” pesan 
Kadis.

Sementara kepada para 
guru, Kadis berharap keha-
diran Digital Library dapat 
semakin memperkuat pro-
ses pembelajaran sekaligus 
menciptakan suasana pen-
didikan yang lebih menarik, 
modern, dan relevan dengan 
perkembangan zaman.

“Semoga pembangunan 
ini berjalan lancar, mem-
berikan manfaat yang se-
besar-besarnya bagi warga 
sekolah, dan menjadi salah 
satu investasi penting dalam 
mencetak generasi emas 
Kota Palu yang unggul, ber-
karakter, berpengetahuan, 
serta mampu bersaing di era 
digital,” kata Kadis.

Kadis pun mengajak se-
luruh pihak untuk terus 
memperkuat semangat kola-
borasi dalam mewujudkan 
pendidikan yang lebih baik 
dan masa depan Kota Palu 
yang semakin maju. ABS

HARDI meresmikan Kick off Ceremony Connectivity for Communi-
ty Program 2026 di SMP Negeri 6 Palu, Rabu (26/8/2026). FOTO 
PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Pemkot Palu Apresiasi 
Centratama Group 

Dukung Digital Library 
SMP Negeri 6 Palu

PEMBUKAAN Workshop Administrasi Veteran dan Verifikasi Data Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).FOTO:PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

472 Veteran di Sulteng 
Masuk Pendataan Prioritas

SULTENG RAYA— 
Wakil Wali Kota 
Palu, Imelda Liliana 
Muhidin menghadiri 
Workshop Adminis-
trasi Veteran dan Ve-
rifikasi Data Tahun 
2026 yang diseleng-
garakan Kementerian 
Pertahanan Republik 
Indonesia di Swiss-
bell Hotel Palu, Rabu 
(26/8/2026).

administrasi menjadi salah 
satu fokus utama kegiatan.

Menurutnya, penyesuaian 
struktur organisasi pem-
binaan veteran di wilayah 
membutuhkan dukungan 
sistem administrasi yang 
lebih tertib dan efektif.

“Yang pertama itu untuk 
administrasi veteran agar le-
bih baik lagi terkait dengan 
likuidasi Babin Peksdam 
dan Kamin yang saat ini 
beralih fungsi ke Kodam di 
Staf Kodam dan di kewi-
layahan adalah di Kodim, 
Pasipers Kodim,” ujarnya.

Selain pembenahan admi-
nistrasi, lanjutnya, verifikasi 
data juga penting untuk me-
mastikan berbagai hak ve-
teran benar-benar diterima 

oleh mereka yang berhak.
“Kedua, memastikan hak-

hak Veteran RI, seperti tun-
jangan dan penghargaan 
negara, diberikan kepada 
penerima yang berhak khu-
susnya veteran di daerah,” 
jelas Asep.

Ia menambahkan, hak ve-
teran telah diatur dalam Pe-
raturan Presiden Nomor 79 
Tahun 2014 sebagai aturan 
pelaksanaan Undang-Un-
dang Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Veteran Republik 
Indonesia.

Sejumlah hak tersebut 
mencakup kemudahan dan 
perlindungan bagi vete-
ran, antara lain keringanan 
pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), perlin-

dungan hukum, keringanan 
pembayaran BPJS, serta hak-
hak lainnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-un-
dangan.

Karena itu, Asep men-
dorong pemerintah daer-
ah dan seluruh pemangku 
kepentingan terkait untuk 
berperan aktif dalam mem-
bantu proses pendataan 
maupun penyelesaian admi-
nistrasi para veteran.

“Dengan adanya work-
shop ini para pemangku 
kepentingan terkait hak 
veteran ini, khususnya di 
kewilayahan, harus lebih ak-
tif lagi. Karena para pejuang 
ada juga yang tidak memili-
ki persyaratan-persyaratan. 
Ini bisa dibijaksanai, yang 

penting mereka betul-betul 
berjuang,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut 
dihadiri unsur Forkopimda, 
Kepala Kesbangpol Provinsi 
Sulawesi Tengah, perwa-
kilan Polres, Disdukcapil, 
jajaran TNI, serta para vete-
ran dari sejumlah wilayah di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Kota Palu 
berharap penguatan koor-
dinasi dan verifikasi data 
tersebut dapat semakin 
memudahkan pelayanan 
kepada para veteran, seka-
ligus memastikan penghor-
matan dan penghargaan 
negara terhadap jasa para 
pejuang dapat diwujudkan 
secara nyata dan tepat sas-
aran. ABS

SULTENG RAYA — 
Program Studi (Prodi) S1 
Kehutanan Fakultas Perta-
nian Universitas Muham-
madiyah (Unismuh) Palu 
resmi mengantongi status 
akreditasi Unggul dari Lem-
baga Akreditasi Mandiri 
Pendidikan Tinggi Ilmu 
Pertanian (LAM PTIP).

Capaian tersebut tertu-
ang dalam Surat Keputusan 
LAM PTIP Nomor: 026/
SK/LAMPTIP/Ak.U/S/
VIII/2026 yang ditanda-
tangani oleh Direktur De-
wan Eksekutif LAM PTIP, 
Prof. Dr. Ir. Samanhudi, 
S.P., M.Si., IPU, ASEAN 
Eng., APEC Eng., pada 24 
Agustus 2026.

Berdasarkan petikan ke-
putusan tersebut, penetapan 
predikat Unggul diraih 
setelah melalui rangkaian 

evaluasi dokumen, ases-
men kecukupan, hingga 
asesmen lapangan oleh tim 
Asesor LAM PTIP. Setelah 
memenuhi seluruh prose-
dur dan instrumen yang 
berlaku, Rapat Pleno Akre-
ditasi menetapkan Prodi S1 
Kehutanan Unismuh Palu 
lulus dengan meraih nilai 
346,55. Status akreditasi ini 
berlaku selama tiga tahun, 
terhitung sejak 6 Juli 2026 
hingga 5 Juli 2029.

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., 
M.M., menyampaikan apre-
siasi serta ucapan selamat 
kepada pihak fakultas dan 
tim penyusun akreditasi atas 
raihan prestasi tersebut.

“Alhamdulillah, ini adalah 
berkat doa kita semua dan 
perjuangan tim akreditasi 
yang telah bekerja bersung-

guh-sungguh. Segala bentuk 
usaha dan perjuangan telah 
terbayar dengan capaian 
yang sangat memuaskan,” 
ujar Prof. Rajindra.

Dengan terbitnya SK ini, 
Prodi S1 Kehutanan menjadi 
program studi keempat di 
Unismuh Palu yang berhasil 
meraih predikat Unggul. Se-
belumnya, predikat serupa 
telah diraih oleh Prodi S1 
Pendidikan Agama Islam 
(FAI), Prodi S2 Kesehatan 
Masyarakat (FKM), dan Pro-
di S1 Administrasi Negara 
(FISIP).

Rektor berharap pencapai-
an ini dapat menjadi moti-
vasi bagi program studi lain 
di lingkungan Kampus Biru 
Unismuh Palu yang akan 
menyelenggarakan proses 
akreditasi dalam waktu de-
kat. ENG

SULTENG RAYA-Pani-
tia Penerimaan Mahasis-
wa Baru (PMB) Universitas 
Muhammadiyah (Unismuh) 
Palu resmi memperpanjang 
masa pendaftaran calon 
mahasiswa baru hingga 31 
Agustus 2026.

Sekretaris Unismuh Palu, 
Dr. Fadli Umar, S.KM., M.
Kes., mengimbau masyara-
kat untuk memanfaatkan 
sisa waktu pendaftaran ini 
guna melanjutkan jenjang 
pendidikan di "Kampus 
Biru" Unismuh Palu.

"Ini masih ada sisa waktu 
yang ada, silakan dimanfaat-
kan untuk mendaftar," ujar 
Fadli, Selasa (25/8/2026).

Masyarakat yang bermi-
nat dapat melakukan proses 
pendaftaran secara daring 
(online) dengan mengakses 
portal resmi pmb.unismuh-
palu.ac.id. Unismuh Palu 
menyediakan berbagai pi-
lihan program studi (prodi) 
untuk jenjang Sarjana (S1), 
Magister (S2), hingga Pro-
gram Profesi, antara lain:

Diantaranya S1 Kedok-
teran (Terakreditasi), Pro-
gram Profesi Kedokteran 
(Terakreditasi), S1 Kese-
hatan Masyarakat (Baik Se-
kali), S2 Kesehatan Masya-
rakat (Unggul).

S1 Sosiologi (Baik), S1 
Ilmu Administrasi Negara 
(Unggul), S1 Manajemen 
(Baik Sekali), S1 Bisnis Di-
gital (Baik), S2 Manajemen 

(Baik Sekali).  S1 Pendidi-
kan Bahasa Inggris (Baik 
Sekali), S1 PG PAUD (Baik 
Sekali), S1 Pendidikan Non 
Formal (Baik Sekali), S1 Ilmu 
Keolahragaan (Baik).

Selain itu,  S1 Agribisnis 
(Baik Sekali), S1 Kehutanan 
(Unggul), S2 Ilmu Pertanian 
(Baik). Hukum & Teknik: 
S1 Hukum (Baik Sekali), S2 
Hukum (Baik), S1 Teknik In-
formatika (Baik), S1 Teknik 
Sipil (Baik Sekali).

Selanjutnya,  S1 Pendidi-
kan Agama Islam (Unggul), 
S1 PIAUD (B), S1 Komuni-
kasi Penyiaran Islam (Baik 
Sekali), S1 Hukum Ekono-
mi Syariah (B), S1 Ahwal 
Syakhshiyah (Baik), S2 Ma-
najemen Pendidikan Islam 
(Baik Sekali).

Fadli menegaskan, calon 
mahasiswa tidak perlu ragu 
terhadap mutu pendidikan 
di Unismuh Palu. Saat ini, 
Akreditasi Institusi Unis-
muh Palu telah mengan-
tongi predikat Baik Sekali. 
Sebagian besar prodi juga 
telah terakreditasi Baik Se-
kali, bahkan empat prodi di 
antaranya berhasil meraih 
predikat Unggul.

Katanya, hingga saat ini 
pihak kampus masih terus 
melakukan pembenahan 
fasilitas dan lingkungan aka-
demik guna memberikan pe-
layanan serta kenyamanan 
belajar terbaik bagi seluruh 
mahasiswa. ENG

FOTO: Kampus Unismuh Palu

Unismuh Palu Perpanjang 
Penerimaan Mahasiswa Baru 

Hingga 31 Agustus 2026

Prodi S1 Kehutanan 
Unismuh Palu Raih 
Akreditasi Unggul


